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Ayu Anugrah, E 131 12 108, dengan “Peran USAID (United State Agency For 
International Depelopment) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan di 
Kabupaten Barru”, di bawah bimbingan Dr. H. Adi Suryadi B., MA selaku 
pembimbing I dan Agussalim, S.IP, MIRAP selaku pembimbing II, pada jurusan 
Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Hasanuddin.  
Penelitian ini menggambarkan tentang bantuan luar negeri yang diberikan USAID 
dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di kabupaten Barru. Tipe 
pebelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Deskriptif-
Analitik. Adapun teknik pengumpulan data, penulis memperoleh dari wawancara 
dan studi pustaka yang menelaah sejumlah buku, jurnal, dokumen, surat kabar, 
dan artikel ilmiah.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan USAID yang 
diberikan melalui program KINERJA tidak memberikan efek ketergantungan bagi 
kabupaten Barru namun pemberian bantuan USAID dalam  bidang peningkatan 
iklim usaha sebenarnya telah membawa kepentingan Amerika untuk memudahkan 
para investornya untuk berinvestasi di Indonesia mengingat fakta juga bahwa 
banyaknya perusahaan Amerika di Indonesia yang 90 persen bergerak di bidang 
pertambangan dan menyerap banyak tenaga kerja Indonesia. Dengan adanya 
perbaikan PTSP, berbagai kesulitan yang dialami investor dapat teratasi dan 
berbagai proyek dapat selesai tepat waktu atau bahkan lebih cepat, Perbaikan 
PTSP ini juga akan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh 
perusahaan dalam merealisasikan investasinya di Indonesia. 
 
 








Ayu Anugrah, E 131 12 108, with “The Role of USAID (United State Agency For 
International Development) within Increase the Serving License Quality in Barru 
Regency” at the direction of guidance Dr. H. Adi Suryadi B., MA. as leader I and 
Agussalim S.IP., MIRAP as leader II, at International Relation Departement, 
Social and Political Faculty, Hasanuddin University. 
 
This study explains about foreign aid that given by USAID within to increase the 
serving license in Barru Regency. The research type that author use in this study 
is Deskriptif-Analitik. The data roundup technique are getting from interview and 
library research which analyze amounts of books, journals documents, 
newspapers and scientific articles. The result of this study point out that the aid of 
USAID which had given by KINERJA program does not give the dependency 
effect for Barru Regency, but the donor of this aid from USAID influential in the 
raising of climate business. Actually those are had been brought the national 
interest of America to facilitate their investors to investment in Indonesia. 
Because, the fact also shown that many America business in Indonesia which 90 
percent ranged in the mining sector and absorb a lot of Indonesian workers. With 
the PTSP remedical, many of trouble that had been around of investors can be 
solved and many project can be finished on time or even more quickly. Besides 
that, the PTSP remedical also monitor to solving problems that faced by the 
business to realization its investment in Indonesia. 
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APBD  :    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
BAPPEDA :    Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota 
BAPPENAS :    Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
BEE  :    Business Enabling Environment (Iklim Usaha yang Baik) 
CSO  :    Civil Society Organization (Organisasi Masyarakat Sipil) 
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KP3M  :    Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal 
OECD  :    Organization for Economic Co-operation and Development 
OMP  :    Organisasi Mitra Pelaksana 
OSS  :    One-Stop-Service (Pelayanan Terpadu Satu Atap) 
PP  :    Peraturan Pemerintah 
PPD  :    Public-Private Dialogue (Dialog Pemerintah-Swasta) 
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SMERU :    SMERU Research Institute (organisasi mitra KINERJA) 
TAF  :    The Asia Foundation 
TKED  :    Tata Kelola Ekonomi Daerah 
USAID  :     United State Agenct For International Development 
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BAB I   
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang. 
Hubungan Indonesia-Amerika telah terbina sejak sebelum Proklamasi 
Kemerdekaan Indonesia. Namun secara resmi hubungan diplomatik kedua negara 
ditandai dengan pembukaan Kedutaan Besar di masing-masing negara, yakni pada 
28 Desember 1949. Berbagai bentuk kerjasama Indonesia-Amerika yang terjalin 
hingga saat ini meliputi berbagai bidang pembangunan, diantaranya kerjasama 
dibidang politik yakni peluncuran Comprehensive Partnership RI-AS pada tahun 
2009. Kerjasama pembangunan ini merupakan kerjasama dalam rangka untuk 
meningkatkan dan memperdalam hubungan bilateral kedua negara yang ditandai 
dengan penandatanganan The US-Indonesia Compherensive Partnership 
Agreement (US-Indonesia CPA) pada bulan November 2010 oleh pemimpin 
kedua negara yakni Presiden Obama dan Presiden Yudhoyono1 
Salah satu hasil dari komitmen kerjasama jangka panjang Amerika dan 
Indonesia dapat dilihat dari Amerika yang menyediakan bantuan pembangunan 
(Official Development Assistance- ODA)  kepada Indonesia yang disalurkan 
melalui United States Agency for International Development (USAID) atau Badan 
Pembangunan Internasional Amerika Serikat. USAID merupakan lembaga 
pemerintah Amerika Serikat yang diresmikan oleh Jhon F. Kennedy sebagai 
bagian dari undang-undang Amerika tentang bantuan luar negeri tahun 1961. 
                                                        
1Kajian Kerjasama Bilateral Indonesia-Amerika Serikat  
http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Laporan-Akhir-Kajian-Kerja-Sama-Bilateral-RI-
UE_1.pdf diakses tanggal 14/01/16 hal 6 
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Dalam melaksanakan tugasnya lembaga USAID  menerima panduan kebijakan 
bantuan dari Sekertaris Negara (Kepala Departemen Luar Negeri AS). USAID 
bermitra pada lebih dari 100 negara berkembang untuk memajukan pertumbuhan 
ekonomi, demokrasi, dan kemajuan manusia secara luas. Badan ini melaksanakan 
kebijakan luar negeri Amerika dengan mempromosikan peningkatan kemajuan 
manusia pada skala luas, masyarakat bebas, menciptakan pasar dan mitra dagang 
bagi Amerika, dan mendorong penjualan barang secara luas.2 
Sejarah dibentuknya USAID mengalami perjalanan yang sangat panjang 
dan tidak terlepas dari sejarah bantuan luar negeri Amerika Serikat. Sejarah 
bantuan luar negeri Amerika Serikat dimulai ketika perang dunia II berakhir, yang 
dahulu digunakan untuk merekonstruksi Ekonomi Eropa melalui Marshal Plan 
dan empat program Truman. Program Truman tersebut disampakan pada pidato 
tahunan presiden tahun 1949. Dalam pidato tersebut Truman mengajukan 
ringkasan program yang terdiri dari empat point diantaranya adalah Amerika akan 
mendukung PBB dan berperan dalam pengambilan keputusan, Amerika akan 
melanjutkan program perbaikan ekonomi dunia, Amerika akan melindungi 
kemerdekaan dan kedamaian penduduk seluruh dunia dan agresi, serta Amerika 
akan mencanangkan program modernisasi dan investasi kapital. Keempat program 
tersebut mampu memicu imajinasi bangsa Amerika ketika Presiden Truman 
menyebutkan program tersebut sebagai salah satu bagian terpenting dari kebijakan 
luar negeri Amerika.3 Dan sebagai perwujudan dari keempat poin tersebut maka 
                                                        
2 Kerangka Dialog Kerjasama Pembangunan Bilateral.  
http://pendanaan.bappenas.go.id/index.php?option=com_rubberdoc&view=doc&id=122&format=
raw&Itemid=45 diakses tanggal 09/05/2016 Hal 40 




dibuatlah Undang-Undang Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat pada tahun 1961 
yang kemudian menjadi dasar dibentuknya USAID. 
Kerjasama kemitraan komprehensif Amerika dan Indonesia diwujudkan 
dalam sebuah dokumen Strategi Kerjasama (Country Partnership Strategy) yang 
mengandung tujuan penyaluran bantuan dan prinsip arahan yang menjadi acuan 
dalam menentukan fokus dan prioritas bantuan dari kemitraan 
strategis/komprehensif. Dokumen Starategi Kerjasama tersebut mengandung 
cakupan program, cakupan geografis, dan periode bantuan yang diturunkan dari 
stategi kerjasama kemitraan stategis/komprehensif. Indonesia telah menyusun 
dokumen Stategi Kerjasama dengan Amerika yaitu Strategi Kerjasama Indonesia-
Amerika Serikat tahun 2009-2014.4 
Strategi Kerjasama Indonesia-Amerika Serikat tahun 2009-2014 
memberikan gambaran akan arah dan pendekatan baru dalam bermitra bersama 
Indonesia melaksanakan pembangunan hingga tahun 2014. Strategi Program 
USAID/Indonesia 2009-2014 mengantisipasi keadaan yang dijanjikan oleh 
transformasi demokrasi Indonesia yang luar biasa. Strategi baru yang disusun 
bersama permerintah Indonesia ini memanfaatkan sumber daya Indonesia dan 
Amerika untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia dan membangun bangsa 
yang makmur dan ingklusif. Investasi untuk melaksanakan rencana ini merupakan 
bagian pokok dari konsep Kemitraan Komprehensif Amerika-Indonesia. Area 
                                                        
4 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional “Strategi Pengembangan Kerjasama Pembangunan 
Bilateral” 
http://pendanaan.bappenas.go.id/index.php?option=com_rubberdoc&view=doc&id=253&format=
raw&Itemid=45 diakses tanggal 09/05/2016 Hal 55 
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prioritas kerjasama pembangunan Indonesia dan amerika melalui USAID tahun 
2010-2014 adalah sebagai berikut :5 
1. Politik dan Keamanan  
- Pemerintahan Demokratis (Penguatan hukum perundangan, dan 
pengefektifan tata pemerintahan) 
2. Ekonomi dan Pembangunan 
- Lapangan Pekerjaan (Kebijakan ekonomi untuk mendorong lapangan 
pekerjaan, modal investasi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan 
produksi tanaman terpilih). 
3. Sosial Budaya, Kerjasama Teknologi, Pendidikan, dan Ilmu Pengetahuan 
- Kualitas Pendidikan (Pendidikan Dasar dan Tinggi) 
- Pengelolaan SDA (Pengelolaan ekosistem hutan dan laut, air minum, 
dan energi) 
- Peningkatan Status Kesehatan (Menurunkan angka kematian ibu 
melahirkan, bayi, dan anak). 
Amerika menyalurkan bantuannya melalui USAID (executing agency) kepada 
Indonesia selaku negara mitra dan menyiapkan anggaran untuk strategi tersebut 
melebihi Rp 9,3 Triliun atau 1 milliar dollar AS.6 
 Salah satu bentuk kerjasama pemerintah Indonesia dan Amerika melalui 
USAID adalah dengan adanya program KINERJA. Program ini merupakan 
sebuah program bantuan teknis kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan 
                                                        
5 Strategi Pengembanagan Kerjasama Pembangunan Bilateral, Ibid hal 57 
6 Bermitra Bersama menuju Kemakmuran : Strategi USAID di Indonesia 2009-2014 
www.ampl.or.id/digilib/read/bermitra-bersama-menuju-kemakmuran-strategi-usaid-di-indonesia-
2009-2014/2959 diakses pada tanggal 24/04/2016 
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Pemerintah Amerika Serikat melalui USAID yang bertujuan untuk meningkatkan 
pelayanan publik melalui peningkatan manajemen pelayanan dan partisipasi 
masyarakat di tiga sektor: pendidikan dasar, kesehatan dasar dan peningkatan 
iklim usaha. Kerjasama ini dibentuk untuk memperbaiki pelayanan publik 
Indonesia  yang belum tertata dengan baik khususnya pada tataran program 
management. Selain itu, meskipun desentralisasi sudah diterapkan di Indonesia 
sejak Tahun 1999, kualitas kinerja pelayanan publik belum menunjukkan 
perubahan yang lebih baik. Oleh karena itu program ini dibentuk untuk 
memperbaiki pelayanan publik di Indonesia. Program ini sekaligus sebagai salah 
satu perwujudan dari ketiga pilar kerjasama Indonesia dan Amerika yaitu Politik 
dan Keamanan yang fokus pada pemerintahan demokratis dan pengefektifan tata 
pemerintahan). 
 Untuk menjalankan program KINERJA, pemerintah dan USAID telah 
memilih lima provinsi di Indonesia untuk menjadi mitra kerja program KINERJA, 
yaitu: Aceh, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Papua. 
Keempat provinsi di luar Papua disebut sebagai Main KINERJA Partners 
sedangkan Papua merupakan provinsi ekstensi. Pada keempat provinsi non papua, 
intervensi dilakukan pada tiga sektor yakni kesehatan, pendidikan, dan 
peningkatan iklim usaha. Sedangkan provinsi Papua hanya berfokus pada program 
kesehatan saja. Dan untuk provinsi yang menjadi mitra kerja USAID, masing-
masing provinsi bekerja di lima kabupaten kecuali di Papua yang hanya bekerja di 
empat kabupaten/kota sehingga total berjumlah 24 kabupaten/kota.   
6 
 
Untuk proses pemilihan kota atau kabupaten mitra KINERJA-USAID 
dilakukan dengan proses sebagai berikut : 
1. KINERJA berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi. 
2. Kabupaten atau kota diinformasikan atau diundang oleh provinsi untuk 
sosialisasi program. 
3. Kabupaten atau kota menyampaikan komitmen nyata terhadap 
program, tidak adanya pemekaran empat tahun kedepan, dan tidak 
adanya dukungan dari program lain yang sejenis. 
4. Proses seleksi kabupaten atau kota dilakukan secara acak. 
5. Menunjukkan provinsi lokasi Program KINERJA-USAID 
Berdasarkan proses tersebut terpilihlah lima kabupaten di Sulawesi Selatan untuk 
menjadi  mitra kerja program KINERJA-USAID diantaranya adalah kabupaten 
Bulukumba, kota Makassar, Luwu, Luwu Utara, dan Barru.7   
Kabupaten Barru merupakan salah satu kabupaten mitra kerja program 
KINERJA-USAID dan telah memiliki sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(PTSP) yaitu Kantor Perizinan dan Penanaman Modal (KP3M). PTSP ini  
merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan 
publik, memangkas demokrasi pelayanan perizinan, dan sebagai upaya mencapai 
Good Governance atau pemerintahan yang baik sesuai yang dicanangkan Inpres 
No 3 Tahun 2006 tentang Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Sebagai upaya 
lanjutan untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia, Pemerintah Indonesia 
menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah agar dapat segera menerapkan 
pola pelayanan perizinan terpadu satu pintu melalui Peraturan Menteri Dalam 
                                                        
7Modul Tata Kelola Pelayanan Publik Berbasis Standar Seri Pembelajaran dari USAID-KINERJA 
http://www.KINERJA.or.id/pdf/f341c857-c906-476d-8cc7-6bfd2865a624.pdfdiakses 
tanggal13/01/2016 hal 51 
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Negeri nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan 
Terpadu Satu Pintu, yang jenis kelembagaannya diserahkan kepada daerah untuk 
memilih jenis lembaga yang sesuai, apakah berbentuk dinas, kantor atau badan 
yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah dalam mengelolanya. 
Dengan dibentuknya Kantor/Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ini 
sebagai institusi yang khusus bertugas memberikan pelayanan perizinan kepada 
masyarakat, dalam hal pengurusan perizinan diharapkan dapat mengefisienkan, 
melancarkan serta memudahkan  masyarakat daerah dalam melakukan pengurusan 
perizinan dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui 
peningkatan iklim investasi.  
Di Kabupaten Barru sendiri pelaksanaan program PTSP tidak berjalan 
sesuai harapan, hal ini dikarenakan karena kantor PTSP di Barru masih memiliki 
wewenang terbatas dimana kantor PTSP dikabupaten Barru  hanya berwenang 
mengeluarkan tujuh izin sedangkan 122 sisanya masih mejadi kewenangan 14 
instansi teknis lainnya, misalnya untuk mengurus izin yang berhubungan dengan 
perindustrian instansi teknis yang berhak untuk mengeluarkan izin adalah Dinas 
Perindagkop (Perindustrian,Perdagangan, dan Koperasi), untuk izin yang 
berhubungan dengan pekerjan umum harus berhubungan dengan Dinas PU dan 
Tata Ruang, dst. Padahal fungsi PTSP disini adalah untuk melayani segala jenis 
perizinan tanpa harus mengunjungi lagi kantor lain yang berhubungan dengan 
Dinas yang sesuai rumpun perizinan tersebut. Selain itu,  PTSP di kabupaten 
Barru belum memiliki SOP (standar operasional) untuk memproses permohonan 
izin atau menangani pengaduan.  Hal ini yang menjadi penyebab kurangnya 
kualitas pelayanan perizinan kabupaten barru. Kantor ini rata-rata memerlukan 
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waktu 20 hari hari kerja untuk menerbitkan sebuah izin dan pemohon dikenakan 
biaya 15-20% lebih mahal daripada tarif resmi. Kondisi inilah yang sering 
dikeluhkan oleh pemilik usaha dalam berbagai kesempatan. Tantangan inilah yang 
menjadi penyebab kurangnya kualitas kinerja pelayanan perizinan kabupaten 
Barru.  
Oleh karena itu, Program KINERJA-USAID ini hadir dikabupaten Barru 
untuk membantu memperbaiki kualitas pelayanan terpadu satu pintu kabupaten 
Barru yang dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman 
Modal (KP3M) kabupaten Barru. Berbagai hal yang telah dilakukan program 
KINERJA-USAID diantaranya mengatasi masalah yang terkait dengan iklim 
usaha dengan membantu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk 
memperbaiki dan mempersingkat proses perizinan usaha di tingkat kabupaten 
melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) seraya bekerjasama dengan asosiasi 
usaha untuk mendorong keterlibatan mereka dan sebagai pemilik keputusan yang 
dapat mempengaruhi penghidupan mereka secara langsung. Program ini 
menggunakan review mekanisme kerja Pelayanan Satu Pintu, dialog pemerintah–
swasta dan jaringan provinsi untuk membantu menyederhanakan prosedur 
perizinan usaha untuk mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif bagi 
pengusaha kecil dan mendorong pertumbuhan usaha di setiap Kabupaten.8 Selain 
itu USAID melalui program KINERJA-nya juga memberikan berbagai bantuan 
teknis berupa pengembangan kapasitas SDM kantor KP3M dengan mendanai 
berbagai pelatihan-pelatihan, lokakarya, rapat-rapat dan kegiatan lain yang 
                                                        
8USAID-BARRU 
http://www.KINERJA.or.id/districtprofile.asp?district=Barru diakses tanggal 14/01/16  
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berhubungan dengan peningkatan kualitas pelayanan perizinan yang mendukung 
terciptanya iklim usaha yang bagus dikabupaten Barru. 
USAID telah memberikan banyak bantuan untuk memperbaiki pelayanan 
perizinan di Kabupaten Barru melalui KINERJA dengan memberikan berbagai 
bantuan mulai dari pendampingan, sosialisasi, hingga workshop yang ditujukan 
untuk pengotimalan kinerja kantor PTSP sehingga memudahkan perkembangan 
iklim usaha di Kabupaten Barru. Pemerintah Barru pun menyambut baik 
kerjasama dengan USAID karena telah memberikan dampak positif bagi 
pembangunan demokrasi di kabupaten Barru. Oleh karena itu, berdasarkan 
penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis tertarik mengangkat 
judul Peran USAID (United State Agency for International Development) 
dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan di Kabupaten Barru. 
 
B. Batasan dan Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan judul yang telah dikemukakan penulis sebelumnya, maka 
penulis akan lebih fokus pada program KINERJA-USAID disektor peningkatan 
iklim usaha dalam hal memperbaiki pelayanan perizinan terpadu satu pintu  pada 
KP3M (Kantor Pelayanan Perizinan & Penanaman Modal) kabupaten Barru. 
Adapun batasan waktu yang digunakan oleh penulis adalah dimulai dari awal 
program ini dijalankan di kabupaten Barru sampai dengan berakhirnya program 
ini yaitu dimulai pada tahun 2011-2013. Pelaksanaan program KINERJA di 
kabupaten Barru dilaksanakan oleh OMP atau organisasi mitra pelaksana yaitu 
Yayasan Adil Sejahtera. 
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Dari latar belakang masalah dan pembatas yang diuraikan diatas, sehingga 
terdapat pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu : 
1. Bagaimana implementasi program KINERJA-USAID dalam 
peningkatan kualitas pelayanan perizinan terpadu satu pintu di KP3M 
Kabupaten Barru? 
2. Bagaimana dampak pelaksanaan program KINERJA-USAID dalam 
peningkatan kualitas pelayanan perizinan terpadu satu pintu di KP3M 
kabupatten Barru? 
 
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi program KINERJA-
USAID dalam peningkatan kualitas pelayanan perizinan terpadu satu 
pintu di KP3M kabupaten Barru. 
b. Untuk mengetahui dan menjelaskan dampak pelaksanaan program 
KINERJA-USAID bagi kemajuan pelayanan perizinan di kabupaten 
Barru.  
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian adalah : 
a. Manfaat Akademik 
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan yang 
bermanfaat bagi para pengemban ilmu hubungan internasional, 
khususnya dalam pencarian informasi atau referensi mengenai USAID.  
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b. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran 
dan digunakan sebagai bahan masukan serta informasi bagi pemerintah 
kabupaten Barru terkait Pelayanan Perizinan. 
 
D. Kerangka Konseptual 
 
Kerjasama internasional dewasa ini tidak cukup hanya dilakukan melalui 
hubungan-hubungan bilateral maupun multilateral saja. Tetapi kerjasama 
internasional juga dapat diwujudkan dengan cara lain yaitu dengan 
melembagakannya, yakni membentuk atau mendirikan organisasi internasional.9 
Organisasi internasional didefinisikan sebagai pola kerjasama yang melintasi 
batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang lengkap dan jelas 
serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan 
fungsinya secara berkesinangbungan dan melembaga guna mengusahakan 
tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama. 
Pembentukan, tujuan dan kelangsungan hidup organisasi-organisasi 
internasional bergantung pada negara. Organisasi internasional secara umum 
dibedakan atas dua bentuk, yaitu sebagai berikut : 
1. Organisasi internasional antar pemerintah atau juga biasa disebut dengan 
organisasi milik peerintah (inter governmental organization) yang sering 
lazim disingkat menjadi IGO. Anggotanya adalah pemerintah atau wakil 
                                                        
9Wayan Parthiana. 2003. Pengantar Hukum Internasional. Bandung. Mandar Maju. Hal 70 
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instansi yang mewakili pemerintahan suatu negara secara resmi. Kegiatan 
administrasinya diatur berlandaskan hukum publik atau hukum negara. 
2. Organisasi internasional non-pemerintah (non governmental organization) 
yang sering juga lazim disingkat dengan peristilahan NGO atau INGO 
(International non governmental organization). Kegiatan administrasinya 
biasanya diatur berlandaskan pada hukum perdata.10 
Berdasarkan pejelasan diatas dapat digolongkan bahwa USAID merupakan salah 
satu bentuk IGO (inter governmental organization), karena merupakan suatu 
organisasi perwakilan dari pemerintah Amerika dan merupakan sebuah lembaga 
independen pemerintah Amerika yang dibentuk berdasarkan dari undang-undang 
Amerika tentang bantuan luar negeri dan memberikan bantuan kepada negara-
negara berkembang didunia berdasarkan hubungan bilateral yang dijalin. 
 Salah satu peran dari organisasi Internasional atau lembaga internasional 
adalah menyalurkan bantuan luar negeri kepada negara penerima donor. Secara 
umum, Holsti mendefinisikan bantuan asing sebagai pemindahan dana, barang, 
atau bantuan teknis dari satu negara donor kepada negara penerima yang 
merupakan sarana kebijakan yang telah digunakan dalam hubungan luar negeri. 
Holsti juga membagi empat macam tipe utama bantuan asing atau bantuan luar 
negeri. Yaitu11 : 
1. Bantuan militer 
2. Bantuan teknis 
3. Bantuan hibah 
4. Pinjaman pembangunan  
                                                        
10Teuku May Rudy. 2002. Hukum Internasional 2. Bandung: Refika Aditama. Hal 5 & 93 
11 A.A, Perwita & Y.M Yani. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. 2005. Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya. Hal : 83 
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Dalam program kemitraan strategi/komprehensif antara pemerintah Indonesia dan 
Amerika, pemerintah Amerika  menyediakan bantuan berupa dana hibah yang 
disalurkan kepada lembaga USAID yang digunakan untuk membiayai berbagai 
program yang menjadi sektor prioritas kerjasama Indonesia dan Amerika. 
Pada umumnya bantuan luar negeri tidak ditujukan untuk kepentingan 
politik jangka pendek, melainkan untuk pembangunan ekonomi jangka panjang 
yang dimaksudkan untuk menjamin beberapa tujuan politik negara donor yang 
tidak dapat dicapai hanya melalui diplomasi, propoganda, atau kebijakan publik 
semata. Akan tetapi, pada umumnya negara donor mengatasnamakan 
kemanusiaan dan perdamaian dunia dalam melaksanakan misinya. 
Menurut Pearson dan Payasilian ada beberapa teori yang membahas 
bantuan luar negeri salah satunya yaitu teori ketergantungan.  Bantuan luar negeri 
menurut teori ketergantungan digunakan oleh negara kaya untuk mempengaruhi 
hubungan domestik dan luar negeri negara penerima bantuan, merangkul elit 
politik lokal dinegara penerima bantuan untuk tujuan komersil dan keamanan 
nasional. Kemudian, melalui jaringan internasional, keuangan internasional dan 
struktur internasional dan struktur produksi, bantuan luar negeri ditujukan untuk 
mengeksploitasi sumber daya alam negara penerima bantuan. Sehingga, penganut 
teori dependensia menganggap bahwa bantuan luar negeri dapat digunakan 
sebagai instrument untuk perlindungan dan ekspansi negara kayak ke negara 





E. Metode Penelitian 
 
1. Tipe Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif 
(deskriptive research). Metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan apa 
yang ada atau apa yang sudah ada. Menerangkan suatu masalah yang diteliti serta 
berupaya untuk menyampaikan fakta-fakta dengan jelas serta teliti. 
Pelaksanaan penelitian dengan metode deskriptif ini tidak terbatas hanya 
sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga meliputi analisis dan  
intrepretasi tentang arti dari data tersebut. Dengan metode ini diharapkan peneliti 
dapat menggambarkan dan menelaah serta menganalisa fenomena yang ada untuk 
dituangkan kedalam pembahasan yang bersifat ilmiah. 
2. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Data primer 
diperoleh dari perorangan, peristiwa dan dokumen. Sedangkan Data sekunder 
diperoleh melalui studi pustaka berupa buku-buku,buletin, jurnal,artikel, surat 
kabar, website resmi, karya ilmiah, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan 
dengan masalah yang diteliti. Untuk kebutuhan literatur dan informasi, penulis 
mengunjungi tempat-tempat berikut: 
1. Perpustakaan Universitas Hasanuddin 
2. Ruang Baca Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
3. Perpustakaan Himahi Fisip Unhas 
4. Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kab. Barru (KP3M) 
5. Lembaga Yayasan Adil Sejahtera (YAS) 
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3. Jenis Analisis Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. 
Dimana penulis akan menjelaskan permasalahan berdasarkan data teoritis. Dalam 
hal ini penulis akan menggambarkan sesuai permasalahan yang dibahas yakni 
mengenai peran USAID dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di 
kabupaten Barru. 
4. Metode Penulisan 
Metode penulisan yang penulis gunakan adalah metode deduktif– induktif, 
dimana penulis terlebih dahulu akan menggambarkan permasalahan secara umum, 







A. Organisasi Internasional 
 
  Salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasional adalah 
organisasi internasional yang juga merupakan salah satu aktor dalam hubungan 
internasional. Menurut Le Roy A. Bannet dalam bukunya “International 
Organization: Principles and Issue, organisasi internasional pada awalnya 
didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat 
berjalan tertib dalam rangka mencapai tujuan bersama dan sebagai suatu wadah 
hubungan antar bangsa dan negara agar kepentingan masing-masing negara 
terjamin dalam konteks hubungan internasional.12 Berdasarkan penjelasan tersebut 
dapat dijelaskan bahwa organisasi internasional merupakan organisasi yang 
dibentuk sebagai wadah kerjasama suatu negara untuk menjamin kepentingan 
negara-negara anggotanya. 
 Sedangkan  menurut Clive Archer dalam bukunya International 
Organizations, organisasi internasional berasal dari dua kata organisasi dan 
internasional. kata internasional diartikan dalam beberapa makna. Pertama, 
intergovernmental yang berarti interstate atau hubungan antara wakil resmi dari 
negara-negara berdaulat. Kedua, aktivitas antara individu-individu dan kelompok-
kelompok di negara lain serta juga termasuk hubungan intergovernmental yang 
                                                        
12 Wiwin Yulianingsih & Firdaus Sholihin. 2014. Hukum Organisasi Internasional. Yogyakarta : 
Andi Offset. Hal 2 
17 
 
disebut dengan hubungan transnational. Ketiga, hubungan antar suatu cabang 
pemerintah di suatu negara (seperti Departemen Pertahanan) dengan suatu cabang 
pemerintah di negara lain (seperti Departemen Pertahanan atau Badan 
Intelejennya) dimana hubungan tersebut tidak melalui jalur kebijakan luar negeri 
disebut transgovernmental. Ketiga hubungan ini termasuk dalam hubungan 
internasional.13 
 Sedangkan Konsep Organisasi Internasional  menurut Teuku May Rudy 
dalam bukunya Administrasi dan Organisasi Internasional menyatakan bahwa : 
“Organisasi Internasional sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-
batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap 
serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta 
melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna 
mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati 
bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah antara sesama 
kelompok non pemerintah pada dasar negara yang berbeda”.14   
 
Berdasarkan definisi diatas, USAID dapat digolongkan sebagai organisasi 
internasional milik pemerintah Amerika yang pola kerjasamanya melintasi batas-
batas negara yang mempunyai misi untuk dijalankan disuatu negara. Seperti 
dalam kerjasama kemitraan komprehensif ini misi USAID adalah untuk 
menyalurkan bantuan ODA Amerika kepada negara mitra kerjasama. Ciri lain 
yang menggambarkan USAID sebagai organisasi Internasional adalah USAID 
memiliki struktur lembaga yang jelas yaitu USAID dikepalai oleh seorang 
Administator dan Deputi Administator, keduanya diangkat oleh presiden dan 
selanjutnya dikonfirmasi dan disahkan oleh Senat. Selain itu USAID juga 
                                                        
13 Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochmmad Yani. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan 
Internasional. Graha Ilmu: Bandung. Hal 97 
14 Teuku May Rudy. 2002. Hukum Internasional 2. Bandung: Refika Aditama, Hal 50 
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memiliki biro geografis (yang bertanggung jawab terhadap semua aktifitas di 
negara tempat program tersebut dijalankan) dan biro fungsional (yang bertugas 
menjalankan program USAID yang ada diseluruh dunia ataupun yang melintasi 
batas geografis). Sedangkan Markas besar USAID disebut biro atau kantor yang 
berada di Washington D.C dan juga memiliki kantor perwkilan di tiap-tiap negara 
yang memang melakukan kerjasama dengan USAID.15 Dengan pola kerjasamanya 
melintasi batas-batas negara, sampai saat ini USAID sudah ada di lebih 100 
negara berkembang didunia untuk memajukan pertumbuhan ekonomi, demokrasi, 
dan kemajuan manusia.  
Kehadiran Organisasi Internasional mencerminkan kebutuhan manusia 
untuk bekerjasama, sekaligus menjadi sarana untuk bekerjasama, sekaligus 
sebagai sara untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama 
tersebut. Menurut Clive Archer, peranan Organisasi Internasional dapat dibagi 
kedalam tiga kategori, yaitu :16 
1. Sebagai suatu instrumen. Organisasi internasional digunakan oleh beberapa 
negara-negara anggota untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan 
politik negaranya. 
2. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi 
anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah 
yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa 
                                                        
15 USAID Leadership 
https://www.usaid.gov/who-we-are/organization/leadership-listing diakses pada tanggal 
14/03/2016 
16Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochmmad Yani. ibid Hal. 95 
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negara untuk mengankat masalah negerinya., ataupun masalah dalam negeri 
dengan tujuan mendapatkan perhatian internasional. 
3. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan-
keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar 
organisasi. 
  Organisasi internasional sebagai suatu instrument, dipakai oleh anggota-
anggotanya untuk tujuan tertentu, biasanya terjadi pada IGO (Inter Governmental 
Organization) dimana anggota-anggotanya merupakan negara yang berdaulat 
yang dapat membatasi tindakan-tindakan organisasi internasional. Maksudnya 
bahwa organisasi internasional tidak lebih dari instrument dari kebijakan 
pemerintah , sebagai alat untuk diplomasi dari berbagai negara-negara berdaulat. 
Ketika suatu organisasi internasional dibuat, maka implikasinya adalah diantara 
negara-negara suatu kesepakatan terbatas telah disetujui dalam bentuk 
institusional untuk pengaturan secara multilateral aktivitas negara-negara dalam 
lingkup tertentu. Organisasi internasional penting bagi pencapaian kebijakan 
nasional dimana koordinasi multilateral tetap menjadi sasaran dan tujuan jangka 
panjang pemerintah nasional. 
  Begitu pula halnya dengan USAID, sebagai institusi atau organisasi yang 
didirikan oleh pemerintah Amerika. USAID menjadi instrumen dari kebijakan 
pemerintah Amerika. USAID dijadikan sebagai alat diplomasi dan perantara oleh 
Amerika untuk berinteraksi dengan negara-negara berdaulat lainnya termasuk 
Indonesia. Biasanya setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak USAID 
mendapatkan pengaruh dari kebijakan luar negarai Amerika, sehingga setiap 
tindakan yang dilakukan khususnya pemberian bantuan kepada negara-negara 
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berkembang, memberikan dampak baik bagi kepentingan nasional Amerika dan 
mampu menjaga citra baik Amerika. 
 Suatu organisasi internasional yang bersifat fungsional tentunya memiliki 
fungsi dalam menjalankan aktifitasnya. Fungsi ini bertujuan untuk mencapai 
tujuan yang di inginkan, yang berhubungan dengan pemberian bantuan dalam 
mengatasi masalah yang timbul terhadap pihak yang terkait. Fungsi organisasi 
internasional menurut A. Leo Roy Bannet adalah :17 
1. Menyediakan hal-hal yang dibutuhkan bagi kerjasama yang dilakukan 
antar negara dimana kerjasama itu menghasilkan keuntungan yang besar 
bagi seluruh bangsa. 
2. Menyediakan banyak saluran-saluran komunikasi antar pemerintahan 
sehingga ide-ide dapat bersatu ketika masalah muncul kepermukaan. 
 Menurut teuku May Rudy, organisasi internasional dapat diklasifikasikan  
berdasarkan indikator-indikator yang digunakan. Berikut ini penggolongan suatu 
organisasi internasional:18 
a. Kegiatan administrasi  
1. Kegiatan Internasional Antar-Pemerintah (intergovernmental 
organization) yang disingkat IGO. Anggotanya adalah pemerintah, 
atau instansi yang mewakili pemerintah suatu negara resmi. Kegiatan 
administrasinya diatur berdasarkan hukum publik. 
                                                        
17 Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochmmad Yani. Ibid Hal 97 




2. Organisasi internasional non-pemerintah (non-governmental 
organization) yang disingkat NGO atau INGO (international non-
governmental organization), untuk membedakannya antara NGO yang 
yang internasional dan NGO yang ruang lingkupnya domestic 
(terdapat dalam suatu negara). INGO pada umumnya merupakan 
organisasi di bidang olahraga, sosial, keagamaan, kebudayaan, dan 
kesenian. 
b. Ruang Lingkup Kegiatan dan Keanggotaan  
1. Organisasi Internasional Global  
Wilayah kegiatannya adalah global dan merupakan keanggotaan yang 
terbuka dan ruang lingkup diseluruh dunia. 
2. Organisasi Internasional Regional 
Wilayah kegiatannya adalah regional  dan keanggotaannya hanya 
diberikan pada kawasan-kawasan tertentu saja. 
c. Bidang Kegiatan (Operasional) Organisasi  
Untuk hal ini, pembagiannya sangat luas dan beragam, mencakup berbagai 
bidang atau salah satu aspek dalam kehidupan umat manusia, misalnya : 
1. Bidang Ekonomi, 
2. Bidang Lingkungan Hidup, 




d. Tujuan dan Luas Bidang Kegiatan Organisasi 
1. Organisasi Internasional Umum (menyangkut hal-hal umum). Tujuan 
organisasi serta bidang kegiatannya bersifat luas dan umum, bukan 
hanya menyangkut bidang tertentu. 
2. Organisasi Internasional Khusus (menyangkut hal-hal khusus). Tujuan 
organisasi dan kegiatannya adalah khusus pada bidang tertentu atau 
menyangkut hal tertentu saja. 
e. Ruang Lingkup dan Bidang Kegiatan 
1. Organisasi Internasional : Global-Umum 
2. Organisasi Internasional : Global-Khusus 
3. Organisasi Internasional : Regional-Umum 
4. Organisasi Internasional : Regional-Khusus 
f. Menurut Taraf Kewenangannya  
 
1. Organisasi Supra-Nasional (Supra-National Organization) 
Kedudukan dan kewenangan organisasi internasional berada diatas 
negara-negara anggota. Tidak ada contohnya, karena bentuk 
“supranational organization” belum pernah tercapai atau belum 
terealisasikan dalam sejarah dunia modern. Dunia menganut pola 
banyak negara (multy-state system) masing-masing berdaulat. 
2. Organisasi dan Sederajat Satu Sama Lain 
Kedudukan dan kewenangan organisasi internasional tidaknlah lebih 
tinggi disbanding negara-negara anggotanya. Contoh, seperti PBB, 
ASEAN, OKI (Organisasi Kerjasama Islam), OPEC (Organisasi 
Negara Pengekspor Minyak, dsb. Karena semua semua organisasi 
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internasional dewasa ini adalah berdasarkan kepada pola kerjaama, 
bukan supra-nasional. 
Berdasarkan penggolangan diatas, penulis menggolongkan USAID sebagai salah 
satu bentuk IGO karena merupakan suatu organisasi perwakilan Amerika dalam 
menyalurkan batuan kepada negara-negara berkembang diseluruh dunia 
berdasarkan hubungan bilateral yang dijalin, termasuk Indonesia. Yang salah satu 
diantaranya yaitu kerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam rangka 
peningkatan hubungan bilateral yang dapat dilihat dengan amerika memberikan 
berbagai bantuan kepada Indonesia melalui USAID. USAID merupakan 
Organisasi Internasional global yang bertujuan untuk mengelola bantuan luar 
negeri Amerika kepada negara-negara lain didunia dalam rangka mempromosikan 
pembangunan sosial dan ekonomi. Berdasarkan taraf kewenangannya, penulis 
menggolongkan USAID sebagai organisasi kerjasama yang terlaksana karena 
adanya kerjasama antar pemerintah Amerika dengan negara-negara lain didunia 
termasuk Indonesia. Sedangkan berdasarkan fungsi organisasinya, penulis 
menggolongkan USAID sebagai organisasi politik karena USAID merupakan 
bentuk perpanjangan tangan dari kebijakan luar negeri Amerika dalam 
melaksanakan kerjasama dengan negara-negara penerima bantuan . 
 
B. Bantuan Luar Negeri 
 
  Bantuan luar negeri merupakan salah satu instrument kebijakan yang 
sering digunakan dalam hubungan luar negeri. Banyak ahli yang mendefinisikan 
bantuan luar negeri ini diantaranya Robert Giplin dalam bukunya “ The Political 
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Economy of International Relation”, yakni bantuan luar negeri diartikan sebagai 
jumlah dana yang diberikan oleh negara yang relatif maju atau kaya kepada 
negara yang secara ekonomi lebih miskin. K.J Holsti dalam bukunya International 
Politics :  Framework of Analysis, mengartikan bantuan luar negeri sebagai 
transfer uang, teknologi, ataupun nasihat-nasihat teknis dari negara donor ke 
negara penerima. Menurut Holsti bantuan asing atau bantuan luar negeri 
merupakan pemindahan dana, barang, atau nasehat teknis dari suatu negara donor 
kepada negara penerima yang merupakan suatu sarana kebijakan yang telah 
digunakan dalam hubungan luar negeri selama berabad-abad.19 Jadi bantuan luar 
negeri merupakan transfer sumber daya dari satu pemerintah ke pemerintah lain 
yang dapat berbentuk dana, barang maupun nasehat teknis. 
 Berdasarkan definisi yang dikemukakan beberapa ahli diatas penulis 
menyimpulkan bahwa bantuan luar negeri merupakan pemindahan barang, jasa, 
atau dana dari negara penerima maupun negara pemberi bantuan. Menurut K.J 
Holsti 20tipe bantuan luar negeri ada empat diantaranya technical 
assistance/bantuan teknis, grants/ hibah (ada juga program impor komoditi), 
pinjaman pembangunan, dan bantuan kemanusiaan yang bersifat darurat. Dalam 
penelitian ini penulis akan lebih fokus pada tipe pemberian bantuan hibah dalam 
rangka bantuan teknis. Hibah merupakan segala bentuk penerimaan negara baik 
devisa atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan jasa. 
Bentuk penerimaan termasuk bantuan tenaga ahli dan pelatihan yang dibiayai oleh 
dana hibah itu sendiri. Dan pemberian bantuan dalam bentuk hibah tidak perlu 
                                                        
19  K.J Holsti, terjemahan Elfin Sudrajat, dkk. 1987.  Politik Internasional : Kerangka Analisa. 
Jakarta Pedoman Ilmu Jaya. Hal 345-346. 
20 K.J Holsti, terjemahan Elfin Sudrajat, dkk. Ibid Hal 182 
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dibayar kembali kepada negara pemberi hibah. 21 USAID menyalurkan bantuan 
hibah Amerika kepada Indonesia dalam program KINERJA untuk perbaikan 
pelayanan publik dana hibah USAID di gunakan untuk membiayai tenaga ahli 
yang berkompoten di bidang peningkatan iklim usaha untuk melakukan 
pendampingan kepada  daerah-daerah mitra program KINERJA di Indonesia.  
  Bantuan luar negeri yang diberikan negara donor kepada negara penerima 
salah satunya dapat berbentuk Hibah. Ada beberapa indikator dalam pemberian 
dana hibah, indikator tersebut dikelompokkan menjadi :22 
1. Hibah Menurut Skema Dan Bentuknya  
a. Hibah dalam bentuk cash  
Hibah ini sangat terbatas dan diberikan kepada negara-negara yang sangat 
miskin (pendapatan per kapita per tahun kurang dari USD 200). Tujuannya 
untuk memperbaiki neraca pembayaran negara-negara tersebut. Indonesia 
pernah dua kali menerima hibah dalam skema ini meskipun pada saat 
menerimanya tidak tergolong sebagai negara sangat miskin. Cara 
penarikan dana hibah tersebut dengan menunjukkan bukti impor atas 
komoditas yang eligible sesuai kesepakatan dengan pemberi hibah. 
b. Hibah dalam bentuk barang dan jasa dalam rangka bantuan proyek (project 
assistance) atau kerjasama keuangan (financial cooperation) 
- Hibah dalam bentuk barang dan jasa yang berdiri sendiri 
Secara mudah dapat dikatakan dalam skema ini sama dengan pinjaman 
luar negeri untuk proye-proyek pembangunan (pengadaan barang dan 
                                                        
21 Skripsi Awal Mifta Ridha. 2012.  Pengaruh bantuan Luar Negeri terhadap Pembangunan 
Pertanian di Indonesia. Universitas Hasanuddin. Hal 34 
22 Kurniawan Ariadi. 2001. Hibah Luar Negeri, APBN dan Grant Trap. Staf Biro kerjasama Luar 
negeri Bilateral Bappenas 
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jasa). Yang membedakan adalah sumber dana dalam skema ini tidak 
perlu dikembalikan 
- Hibah dalam bentuk barang dan jasa untuk mendukung atau sebagai 
bagian project assistance yang dibiayai pinjaman  
Hibah seperti ini berupa dana dan diberikan bersama-sama dengan 
pinjamn untuk pembiayaan suatu proyek pengadaan barang dan jasa. 
Seperti halnya skema pada butir 2.a diatas pebayaran tetap dilakukan 
oleh pihak pemberi hibah sesuai dengan progress proyek melalui  
c. Hibah dalam rangka bantuan teknik (technical assistance) atau kerjasama 
teknik (technical cooperation) 
- Hibah untuk mendukung proyek-proyek yang dibiayai pinjaman  
Hibah bentuk ini berupa studi untuk persiapan, apprisial ataupun 
monitoring proyek-proyek pengadaan barang dan jasa yang dibiayai 
pinjaman. Dalam hal ini pihak pemberi dana menyediakan tenaga ahli 
dan dan membiayai seluruh kegiatan yang dilakukan tenaga ahli 
tersebut. Pihak penerima hibah hanya memfasilitasi kegiatan tenaga-
tenaga ahli tersebut dan menerima hasil studi apprisial dan monitoring. 
- Hibah dalam rangka technical assistance yang berdiri sendiri 
Hibah dalam skema ini  pada dasarnya berupa penyediaan tenaga ahli 
dan atau konsultan untuk melaksanakan suatu proyek atau kegiatan 
tertentu. Lingkup pekerjaan konsultan berbeda-beda bergantung pada 
jenis proyek/kegiatan dan kontrak yang mengikatnya. Hibah bentuk 
inilah yang lazim diberikan oleh semua negara dan lembaga donor. 
Dalam skema ini dimungkinkan adanya pengadaan barang namun 
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sifatnya hanya pendukung pekerjaan tenaga ahli seperti pengadaan 
mobil, mesin fotocopy dan peralatan kerja lainnya. semua pembayaran 
tenaga ahli dilakukan semuanya oleh pihak donor. Penerima hibah 
umumnya hanya menyediakan fasilitas pendukung  seperti ruang 
kantor, personnalia pendamping, kendaraan agar tenaga ahli tersebut 
dapat bekerja dengan baik. 
- Beasiswa dan pendidikan 
Bentuk hibah untuk yang juga lazim diberikan adalah beasiswa untuk 
studi bergelar maupun non-gelar didalam maupun diluar negeri, 
pelatihan ataupun magang dinegara donor, serta pertukaran pemuda. 
Masalah administrasi keuangan dikelola langsung oleh negara atau 
lembaga pemberi hibah. 
d. Hibah dalam rangka bantuan kemanusiaan 
Hibah ini sifatnya lebih merupakan bantuan darurat. Hibah yang diberikan 
berupa bahan esensial yang sangat diperlukan seperti pangan, obat-obatan 
atau selimut serta ada kalanya uang tunai. 
2. Hibah menurut peruntukannya dan penyalurannya 
a. Hibah untuk pemerintah (government to government) 
Hibah jenis ini adalah hibah dalam berbagai skema diatas yang 
diperuntukkan bagi proyek-proyek pemerintah atau kegiatan-kegiatan 
dalam rangka program atau proyek pemerintah dan umumnya 
dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah atau lembaga bentukan 




b. Hibah untuk non-pemerintah (government to private) 
Hibah ini diberikan dan disalurkan langsung oleh pemerintah atau lembaga 
donor kepada lembaga-lembaga non pemerintah. Persoalan yang sering 
muncul dalam kaitan ini adalah dimasukkannya alokasi hibah dalam 
lembaga-lembaga non-pemerintah (lembaga swadaya masyarakat) sebagai 
bagian dari bantuan pembagunana resmi negara donor atau official 
development assistance (ODA) kepada Indonesia yang berarti juga 
dimasukkan sebagai bagian dari pledge CGI. Sementara pengelola hibah 
ini ditangani langsung oleh donor dan pemanfaatannya diserahkan 
sepenuhnya kepada lembaga atau organisasi penerima. Kesulitan yang 
dihadapi adalah bilamana pemerintah dituntut (khususnya oleh anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat) untuk memberikan informasi yang rinci 
mengenai arah pembangunan hibah/pledge yang telah diterima. Terdapat 
anggapan bahwa seluruh hibah ODA yang diberikan adalah untuk 
pembiayaan program-program pemerintah  yang tercatat dalam APBN . 
padahal, kenyataanya  tidaklah demikian, hibah tersebut bahan tidak 
“mampir” kedalam kas pemerintah. Lebih dari itu acapkali pihak donor 
Nampak kurangterbuka dalam memberikan imformasi mengenai 




  Pemberian bantuan luar negeri, tidak terlepas dari motivasi negara pemberi 
donor terhadap negara penerima donor. Menurut Alan Rix, ada beberapa motivasi 
negara donor dalam memberikan bantuannya, yaitu :23 
a. Motif kemanusiaan, yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di Negara-
Negara Berkembang melalui dukungan kerjasama ekonomi.  
b. Motif politik yang memusatkan tujuan untuk meningkatkan image negara 
donor. Peralihan pujian menjadi tujuan dari pemberian bantuan luar negeri 
baik dari sektor politik domestic dan hubungan luar negara donor. 
c. Motif keamanan nasional, yang mendasarkan pada asumsi bahwa bantuan luar 
negeri dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang akan mendorong 
stabilitas politik dan akan memberikan keuntungan pada kepentingan negara 
donor. Dengan kata lain, motif keamanan nasional ini juga memiliki sisi 
ekonomi.  
d. Motif kepentingan nasional, yaitu motif yang berkaitan dengan kepentingan 
nasional negara donor. 
 Bantuan luar negeri juga dapat dilihat dari berbagai perspektif yang digunakan 
untuk menganalisis. Menurut Perason dan Paysilian definisi bantuan luar negeri 
dilihat dapat dilihat dari berbagai perspektif yaitu : 24 
a. Aliran Realis berpendapat bahwa tujuan utama bantuan luar negeri adalah 
bukan untuk menunjukkan idealism abstrak aspirasi kemanusiaan tetapi untuk 
proyeksi power nasional. Bantuan luar negeri merupakan komponen penting 
bagi kebijakan keamanan nasional. 
                                                        
23
 Alan Rix, 1993, Japan’s Foreign Aid Challenge Policy Reform and Aid Leadership, London and 
New York: Routledge, hal. 18-19.   
24  Le Roy A. Bannet. 1997. International Organization : Principles and Issue. New Jersey. 
Prentice Hall Inc. Hal 2 
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b. Aliran Idealis mendefinisikan bahwa bantuan luar negeri secara esensial 
merupakan gerakan kemanusiaan yang menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan 
internasional. Pemikiran ini menyatakan bahwa negara yang lebih kaya 
memiliki tanggung jawab moral untuk membantu negara-negara yang 
membutuhkan. Oleh karena itu berangkat dari pemikiran idealis, pemikiran 
moralis pun berpendapat bahwa bantuan luar negeri mendorong dukungan 
yang saling menguntungkan dan sejalan dengan pembangunan ekonomi, hak 
asasi manusia, dan ketertiban nasional. 
c. Dalam teori Bereucratic Incrementalis pun disebutkan bahwa bantuan luar 
negeri merupakan suatu kebijakan publik, produk dari politik domestic yang 
menyebabkan opini publik, kelompok kepentingan, dan nstitusi pemenrintah 
yang secara langsung terlibat dalam proses pembuatan kebijakan yang 
mempromosikan kepentingan nasional melalui agenda politik. 
d. Lain halnya dalam teori ketergantungan (Dependencia). Teori ini menyatakan 
bahwa bantuan luar negeri dilakukan oleh negara kaya untuk mempengaruhi 
hubungan domestik dan luar negeri negara penerima bantuan. Selain itu juga 
bertujuan untuk merangkul elite politik lokal dinegara penerima untuk tujuan 
komersil dan keamanan nasional. Kemudian melalui jaringan internasional, 
keuangan internasional, dan struktur produksi, bantuan luar negeri digunakan 
dengan tujuan untuk melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam negara 
penerima. Sehingga para penganut teori dependensia beranggapan bahwa 
bantuan luar negeri digunakan sebagai sebuah instrument untuk perlindungan 




 Bantuan luar negeri umumnya tidak ditujukan untuk kepentingan politik 
jangka pendek melainkan untuk prinsip-prinsip kemanusiaan atau pembangunan 
ekonomi jangka panjang. Dalam jangka panjang bantuan luar negeri dimaksudkan 
untuk membantu menjamin beberapa tujuan politik negara donor yang tidak dapat 
dicapai hanya melalui diplomasi, propaganda, atau kebijakan publik.  
 
C. Teori Ketergantungan 
 
  Salah satu teori yang membahas tentang bantuan luar negeri menurut 
Pearson dan Paysilian yaitu teori ketergantungan (dependensia) yang menyatakan 
bahwa bantuan luar negeri digunakan oleh negara kaya untuk mempengaruhi 
hubungan domestik dan luar negeri negara penerima bantuan, merangkul elit 
politik lokal dinegara penerima bantuan untuk tujuan komersil dan kemanan 
nasional. Sehingga para penganut teori dependensia menganggap bahwa bantuan 
luar negeri dapat digunakan sebagai sebuah instrument untuk perlindungan 
ekspansi negara kaya ke negara miskin, sebuah sistem untuk mengekalkan 
ketergantungan.25 
  Senada dengan hal diatas Ekonom Chili, Osvaldo Sunkel juga 
mengungkapkan: 
 Faktor-faktor asing tidak hanya dilihat sebagai hal-hal eksternal melainkan 
instrinsik pada sistem. Dengan bermacam-macam akibat politik, keuangan, 
ekonomi, teknis, dan budaya yang terkadang bersembunyi dan terselubung 
di dalam  negara terbelakang… dengan demikian konsep “ketergantungan” 
secara internasional menghubungkan evolusi kapitalisme pada perang 
dengan sifat-sifat diskriminatif  proses pembangunan lokal, sebagaimana 
kita ketahui. Akses terhadap proses-proses dan keuntungan pembangunan 
bersifat selektif; bukan menyebarkannya. Proses ini memastikan adanya 
                                                        
25 Anak Agung banyu Perwita & Yanyan Mochammad Yani. Op.cit  Hal 81 
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akumulasi keistimewaan berpenguatan-diri (self-reinforsing) bagi 
kelompok-kelompok khusus maupun kelanjutan keberadaan suatu kelas 
marjinal. [Sunkel 1972;519] 
   
  Para peneliti yang menerapkan ketergantungan dalam analisis 
pembangunan dan keterbelakangan seringkali berfokus pada masalah penetrasi 
asing kedalam ekonomi dan politik dunia ketiga atau negara berkembang. 
Pengaruh-pengaruh politik dan ekonomi luar ikut menetukan pembangunan lokal 
dan memperkuat kelas penguasa dengan tanggungan kelas-kelas marjinal. 
  Beberapa hal mendasar yang mula-mula mempengaruhi terjadinya 
ketergantugan negara berkembang dengan negara maju salah satunya karena 
masalah ekonomis. Seperti diketahui pada masa awal negara selatan berdiri, 
mereka mendapatkan kesulitan untuk melaksanakan pembangunan, hal ini 
disebabkan mereka tidak memiliki kapabilitas untuk melakukannya sendiri. 
Karena itu negara-negara tersebut berusaha untuk melakukan diplomacy aid yaitu 
bentuk diplomasi yang dilakukan dengan negara lain terutama negara maju 
dengan tujuan untuk mendapatkan bantuan dari negara tersebut. 
  Peran negara maju terhadap negara berkembang juga dapat dilihat dalam 
bidang politik peran negara maju tidak bisa dipungkiri ini terlihat dari dominanya 
campur tangan negara maju terutama Amerika Serikat ke dalam politik negara-
negara berkembang walaupun tidak selalu dengan cara terang-terangan. Negara 
berkembang biasanya mau tidak mau akan menerapkan sistem demokrasi di 
negaranya. Karena kebijakan negara maju biasanya tidak mau memberi bantuan 
kepada negara yang kurang menghormati demokrasi. 26  
                                                        
26 Yanuar Ikbar. 2006. Ekonomi Politik Internasional – Konsep dan Teori (Jilid I). Bandung: 
Refika Aditama. Hal 181-182 
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  Demokrasi dalam ideologi liberalisme dan kapitalisme memiliki hubungan 
yang erat. Bagi masyarakat barat demokrasi menjadi bagian dari pandangan hidup 
yang demikian luas jangkauannya serta mengandung unsur-unsur pokok yang 
menggariskan hubungan antara individu dengan masyarakat serta pemerintah. 
Unsur ini merupakan ukuran walaupun tidak selalu terwujud dalam kenyataan 
tetapi dapat dijadikan kriteria suatu masyarakat itu demokratis. Kriteria itu 
meliputi empirisme rasional, kepentingan individu, teori instrumental tentang 
negara, prinsip kesukarelaan, hukum di balik hukum, penekanan soal cara, 
musyawarah dan mufakat dalam hubungan antar manusia, kemudian persamaan 
hak asasi semua manusia. 27 
  Ciri khas yang fundamentalisme dari setiap sistem demokrasi sesuai dengan 
karakteristikya ialah pandangan bahwa warga negara (rakyat) harus dilibatkan 
dalam pengambilan keputusan politik, baik dengan cara langsung ataupun melalui 
perwakilan yang mereka pilih. Demokrasi diakui sebagai sebuah sistem dalam 
kehidupan sistem politik liberal. Demokrasi dinilai sesuai dengan tuntutan 
kebutuhan ‘non materil’ manusia. Nilai demokrasi akan dapat memanusiakan 
manusia. Sebab nilai-nilainya bertolak dari nilai-nilai luhur. Ciri khas yang 
fundamentalisme dari setiap sistem demokrasi, sesuaidengan karakteristiknya 
adalah pandangan bahwa warga negara (rakyat) harus dilibatkan dalam 
pengambilan keputusan politik, baik dengan cara langsung ataupun melalui 
perwakilan yang dipilih.  
  Meriam Budiarjo dalam bukunya menulis bahwa dalam abad XX terjadi 
perubahan mendasar mengenai orientasi negara demokrasi. Kalu pada masa 
                                                        
27 William Ebenstein & Edwin Fogelman. Isme-isme Dewasa Ini. Jakarta : Erlangga. Hal 183-186 
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sebelumnya negara demokrasi hanya menjadi negara penjaga malam (nach 
wathters staat) yang hanya berhak  campur tangan dalam kehidupan rakyat dalam 
batas-batas yang sempit. Pada abad XX segera memiliki peranan yang lebih besar. 
Negara demokrasi turut bertanggung jawab terhadap kesejahtraan rakyatnya. 
Gagasan ini menurut Miriam Budiardjo kemudian dirumuskan dalam konsep 
negara kesejahtraan (welfare state) atau social service state.  Demokrasi kemudian 
mengalami pergeseran konsep. Ia tidak lagi sekedar menjadi demokrasi politik.  
Melainkan juga demokrasi ekonomi. 28 
  Dalam sekup pola antar negara, negara kapitalis terhadap negara 
berkembang atau negara yang lemah, atau yang tidak mau mengikuti pola sistem 
politik, ekonomi yang  mereka inginkan, maka diciptakan suatu pola hubungan 
yang sedemikian rupa untuk terjadi ketergantungan, dimulai dari kerjasama yang 
menjamin bantuan yang menjanjikan serta seolah memberi harapan. Pada 
dasarnya ideologi liberalisme dan kapitallisme, membangun spirit ideologi yang 
ekspansif dan hegemonik. Sifat ekspansif dimulai dengan penjajahan wilayah/fisik 
(colonialism), kemudian berkembang dalam bentuk penjajahan ekonomi dan 
politik (imperialism) akhirnya sampai kepada penjajahan  kehidupan yang 
meliputi kebudayaan dan kebijakan politik lintas negara atau bersifat global. Ini 
dilakukan jika perlu menggunakan justifikasi atau legalitas lembaga-lembaga 
yang diakui dunia. Dalam bentuknya sebagai neokolonialisme. 
 Adanya perubahan ideologis dalam sistem ekonomi dan sistem politik tidak 
berarti berimplikasi hanya terbatas pada aspek itu saja. Akan tetapi yang lebih 
memprihatinkan bagian dari elite negara berkembang cenderung mengambil 
                                                        
28 Miriam Budiardjo. 1981. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia. Hal 153 
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pilhan untuk mengembangkan sistem yang didasarkan sistem politik liberalis dan 
sistem ekonomi kapitalis, akibat pengaruh dari kebebasan berpikir bahwa 
kebebasan berpikir dan persaingan menjadi warna budaya baru politik dan 
ekonomi yang ingin dibangunnya sesuai dengan prinsip sistem ekonomi kapitalis. 
Melihat kemajuan (modern) itu identik sama dengan sesuatu yang dating dari 
barat (western). Meniru atau dipaksa meniru bukan hanya soal manajemen, 
melainkan juga pola, cara berpikir dari apa yang kini berlaku dalam sistem yang 
dikembangkan di negara maju. Akibatnya transfer berpikir yang meniru negara-
negara maju telah meruntuhkan nilai-nilai moralitas agung yang sebenarnya telah 
ada menjadi kultur masyarakat dunia ketiga mulai tidak terabaikan, perlahan 
terdesak dan terlepas dari watak hidup masyarakatnya. Bahkan tidak mustahil, 
mungkin sebagian dari elite negara telah menjadi kompador dari kepentingan para 
kapitalis besar di negara maju. 
  Sebenarnya belajar dar barat, dan segala sesuatu yang dari barat berupa 
kemajuan, keunggulan dan dinamika yang berkembang yang mneyebabkan 
mereka memimpin (leading) tidak berarti memindahkan cetak biru 
(blueprint)segalanya dari negara maju dunia ketiga atau negara berkembang juga 
memiliki keunggulan yaitu merupakan asset sekaligus karakter spesifik yang telah 
teruji, bersesuain dan menjadi bagian dari  kebudayaanya. Yang diperlukan adalah 
mengkajinya mengambil spirit dan model dengan modifikasi yang disesuaikan 
dengan keperluan, kemampuan dan keunngulan yang dimiliki setiap negara 
berkebang itu sendiri. Sikap kritis dan korektif ini sangatlah diperlukan, agar 
dunia ketiga, negara-negara berkemabng dikawasan berbeda dari barat tidak 
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menjadi suatu negara yang berbudaya meniru atau imitasi. Akibatnya, 
ketergantungan dalam segala hal.  
  Ketergantungan yang dimaksud disini, berarti keputusan ekonomi yang 
penting (juga politik) dikembangkan untuk memenuhi kepentingan luar. Lahirlah 
yang dikenal dengan teori ketergantungan yang pernah dilontarkan ahli ilmu 
kemasyarakatan dari Brazilia Henrique Qordoso yang menghubungkan analisisi 
politik dan analisis ekonomi. Pengusuaan ekonomi pada sekelompok orang 
mempengaruhi kebjakan politik karena dunia usaha dikuasai oleh pemilik 
kapitalis maka kestabilan ekonomi sebagai kesejahtraan rakyat dipengaruhi oleh 
kepentingan mereka. Dalam menciptakan status quo dibidang ekonomi berarti 
kepentingan mereka dalam keputusan politik sangatlah penting artinya bagi 
kelanjutan hidup mereka.29 
 Dapat penjelasan sebelumnya dapat dikatakan bahwa bantuan luar negeri 
digunakan oleh pihak donor untuk mencapai kepentingannya dengan merangkul 
para elit politik dengan mengatasnamakan bantuan untuk pembangunan akan 
tetapi bantuan tersebut secara tidak langsung mengarahkan negara penerima donor 
untuk mngikuti sistem yang mereka anut yang pada akhirnya akan berpengaruh 
pada kebijakan politik negara penerima donor. 





                                                        
29 Robert Jackson & Georg Serensen. 2013. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta 
: Pustaka Pelajar. Hal 331 
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BAB III   
GAMBARAN UMUM 
 
A. Gambaran Umum Mengenai USAID (United State Agency for 
International Development) 
 
Sejarah dibentuknya USAID mengalami perjalanan yang sangat panjang 
dan tidak terlepas dari sejarah bantuan luar negeri Amerika Serikat. Sejarah 
bantuan luar negeri Amerika Serikat dimulai ketika perang dunia II berakhir, 
yang dimana pada waktu itu George C. Marshall, yang menjabat sebagai 
Menteri Luar Negeri Amerika tahun 1947-1949 membantu negara-negara 
Eropa memulihkan kembali perekonomiannya yang hancur akibat perang 
melalui Marshall Plan. Mengacu pada keberhasilan dari Marshal Plan, 
Presiden Truman pada pidato tahunan presiden tahun 1949 mengajukan 
ringkasan program yang terdiri dari empat point, diantaranya adalah : 
1. Amerika akan mendukung PBB dan berperan dalam pengambilan 
keputusan 
2. Amerika akan melanjutkan program perbaikan ekonomi dunia 
3. Amerika akan melindungi kemerdekaan dan kedamaian penduduk 
seluruh dunia dan agresi 
4. Serta Amerika akan mencanangkan program modernisasi dan investasi 
capital 
Keempat program tersebut mampu memicu imajinasi bangsa Amerika ketika 
Presiden Truman menyebutkan program tersebut sebagai salah satu bagian 
terpenting dari kebijakan luar negeri Amerika untuk menciptakan pasar bagi 
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Amerika dan serta mengurangi ancaman komunisme dengan membantu 
memakmurkan negara-negara dibawah kapitalisme.30 Dan sebagai perwujudan 
dari keempat poin tersebut maka dibuatlah Undang-Undang Bantuan Luar 
Negeri Amerika Serikat pada tahun 1961 yang kemudian menjadi dasar 
dibentuknya USAID pada tanggal 3 November 1961.  
 United State Agency For Internasional Development (USAID) 
merupakan sebuah lembaga pemerintahan federal Amerika Serikat yang 
diresmikan oleh John F. Kennedy sebagai bagian dari undang-undang tentang 
bantuan luar negeri Amerika tahun 1961. USAID menjadi lembaga bantuan 
asing Amerika Serikat pertama, yang penekanan utamanya terhadap upaya 
pembagunan ekonomi.31 Pada awal pembentukannya bantuan USAID fokus 
pada bantuan modal dan teknis seiring berjalannnya waktu pada akhir tahun 
1970-an bantuan USAID menekankan pada kebutuhan dasar manusia yang 
difokuskan pada makanan, kesehatan, pendidikan dan pengembangan sumber 
daya manusia. Pada dekade selanjutnya tahun 1980-an bantuan USAID 
berusaha untuk menstabilkan nilai mata uang dan sistem keuangan, selama 
dekade ini, USAID menegaskan kembali komitmennya untuk meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi secara luas dengan menekankan peluang dan 
kesempakatan kerja melalui revitalisasi pertanian dan perluasan pasar 
domestik. Sedangkan pada akhir 1990-an prioritas bantuan USAID fokus pada 
pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas hidup mereka 
sendiri dengan memberikan bantuan ekonomi untuk negara-negara yang 
                                                        
30 Pemerintah Amerika Serikat. 2004. Garis Besar Ekonomi Amerika Serikat. Amerika : Deplu AS.  
Hal 168 
31USAID History 
 https://www.usaid.gov/who-we-are/usaid-history  diakses pada tanggal 15/03/2016 
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mengalami krisis. Dan di tahun 2000-an USAID memfokuskan kembali 
membangun pemerintahan, infrastruktur, masyarakat sipil dan pelayanan dasar 
seperti pendidikan dan kesehatan.32 
 Markas besar USAID disebut biro atau kantor yang berada di Washington 
D.C dan juga memiliki kantor perwakilan di tiap-tiap negara yang memang 
melakukan kerjasama dengan USAID. USAID memiliki biro geografis (yang 
bertanggung jawab terhadap semua aktifitas di Negara tempat program 
tersebut dijalankan) dan biro fungsional (yang bertugas menjalankan program 
USAID yang ada diseluruh dunia ataupun yang melintasi batas geografis). 
USAID dikepalai oleh seorang Administator dan Deputi Administator, 
keduanya diangkat oleh presiden dan selanjutnya dikonfirmasi dan disahkan 
oleh Senat. Administator dan Direktur bantuan luar negeri Amerika Serikat 
saat ini dijabat oleh Gayle E. Smith yang disumpah pada pada 2 Desember 




                                                        
32 USAID History  
https://www.usaid.gov/who-we-are/usaid-history diakses pada tanggal 23/04/2016 
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Untuk wilayah kerja USAID mencakup negara-negara di Afrika, Asia, 
Eropa Timur dan Eropa Tengah, Afganiistan dan Pakistan, Amerika Latin dan 
Karibian, Timur tengah dan negara-negara yang pernah bergabung dengan Uni 
Soviet. Dalam memberikan bantuannya lembaga ini bekerjasama dengan 
individu-individu, badan-badan pemerintah dan organisasi seperti organisasi-
organisasi sukarela swasta, organisasi adat, dan lembaga Internasional lainnya. 
Sedangkan sumber dana USAID berasal dari kongres Amerika, pajak rakyat 
Amerika, perorangan  dan berasal dari 1-1,5 persen GDP rakyat Amerika. 




































Kantor lapangan di Luar Negeri 
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yang bertugas menyalurkan ODA kepada negara-negara yang menjadi mitra 
kerjasama Amerika di bawah koordinasi departemen luar negeri Amerika. 
USAID juga merupakan salah satu negara penyalur ODA Amerika. ODA 
Amerika disalurkan melalui lima institusi, yaitu USAID, Departemen 
Pertahanan (Department of Defense), Departemen Pertanian (Department of 
Agriculture), Departemen Luar Negeri (Department of State) dan Departemen 
Keuangan (Department of the Treasury). Karena begitu banyaknya 
lembaga/instansi yang mengelola ODA Amerika Serikat menjadikan pihak 
Amerika pada Juni 2006 membentuk suatu kantor baru di Departemen Luar 
Negeri Amerika (Department of State) dengan wewenang melingkupi semua 
program dan mengelola dana dari Departemen Luar Negeri Amerika. Kantor 
tersebut adalah USAID. Tujuannya adalah untuk memperbaiki efisiensi 
koordinasi bantuan AS lintas lembaga, meningkatkan transparansi pada 
alokasi dan penggunaan dana, serta untuk memperbaiki kinerja dan 
akuntabilitas hasil. Hal ini juga bertujuan untuk penguatan aliansi strategis 
antara bantuan AS dan tujuan kebijakan luar negerinya (Department of State, 
2007).34 
Adapun misi dari lembaga ini adalah untuk mempromosikan dan 
mengakhiri kemiskinan dan menciptakan masyarakat yang demokratis dengan 
memajukan keamanan dan kemakmuran bersama. Dalam menjalankan 
misinya USAID berpegang teguh pada beberapa nilai inti yaitu:35  
                                                        
34 BAPPENAS “Pengembangan  Kerangka Dialog Kerjasama Bilateral dalam Rangka 
Optimalisasi Sumber Pendanaan Luar Negeri”  Jakarta. 
http://pendanaan.bappenas.go.id/index.php?option=com_rubberdoc&view=doc&id=122&for
mat=raw&Itemid=45  diakses pada tanggal 29/04/2016 
35 Assistance to Foreign Countries 
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1. Excellenge/Keunggulan  
USAID dan pemerintah Amerika bertujuan untuk memimpin upaya 
internasional untuk memajukan ekonomi, politik, sosial dan lingkungan 
oleh karena itu USAID selalu mengedepankan efisiensi dan keefektifan 
dalam bekerja. 
2. Integrity/Integritas  
USAID melayani negara mitranya dengan membangun kepercayaan oleh 
karena itu USAID dalam bekerja mengutamakan  kejujuran, transparansi 
dan akuntabel dalam bekerja.  
3. Respect/Menghormati  
USAID mengakui adanya keberagaman dan menghargai semua orang 
sama serta menunjukkan profesionalisme dan rasa saling menghormati 
dalam bekerja sama. 
4. Empowerment/Pemberdayaan 
USAID berusaha untuk memastikan semua pendapat orang didengar, 
memperkuat suara kaum marjinal dan menghargai setiap anggota mitra 
dan berusaha untuk memastikan semua orang bisa memenuhi potensinya. 
5. Inclusion/Penyertaan 
USAID mendukung program-program yang melibatkan seluruh lapisan 
masyarakat dan memberikan manfaat bagi negara dan warga negaranya.  
6. Comimitment to Learning/Komitmen Untuk Belajar 
USAID selalu berusaha memperbaiki diri melalui refleksi dan evaluasi. 
                                                                                                                                                        
https://www.usaid.gov/who-we-are diakses pada tanggal 23/04/2016 
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Dalam membantu mitranya USAID juga membagi bantuannya menjadi 
beberapa bidang diantaranya:36  
1. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan  
Pertumbuhan ekonomi bagi suatu negara sangatlah penting untuk 
kelanjutan pembangunan jangka panjang. Sebab, hal ini dapat 
menciptakan peluang bagi penduduk miskin untuk meningkatkan taraf 
hidup mereka. Dengan adanya program pertumbuhan ekonomi USAID, 
hal   ini dapat membantu membangun atau menciptakan pasar baru bagi 
Amerika. 
2. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia 
Pemerintahan yang demokratis merupakan salah satu komponen penting 
dari pembangunan dan perdamaian dunia. Dengan mengintegrasikan 
program demokrasi ini USAID fokus pada penguatan dan promosi Hak 
Asasi Manusia, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan, 
dan masyarakat sipil yang mandiri dan aktif. Melalui kebebasan 
demokrasi, pemerintah Amerika berkomitmen melindungi dan memajukan  
Hak Asasi Manusia yang merupakan nilai-nilai yang paling dihargai 
negara tersebut. 
3. Kesehatan Global  
Selama 50 tahun terakhir USAID telah memberikan kemajuan yang sangat 
luar biasa dalam kesehatan global dengan berkurangnya sekitar 70% angka 
kematian terhadap anak diseluruh dunia dan hanya dalam dua dekade 
                                                        
36 United State Agency for International Development “To Foreign Countries” 
https://www.usaid.gov/who-we-are diakses pada tanggal 29/04/2016 
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terakhir, 50 juta anak terselamatkan dan hidup rata-rata 21 tahun lebih 
lama.  
4. Pertanian dan Ketahanan pangan 
Untuk mengurangi kelaparan didunia, salah satu hal yang harus dilakukan 
adalah meningkatkan produksi pangan. USAID telah melakukan berbagai 
upaya untuk mengurangi kelaparan didunia dengan melakukan berbagai 
upaya salah satunya adalah dengan membantu petani dalam mengakses 
modal dan mengembangkan strategi pertanian berkelanjutan yang 
diharapkan mampu mengurangi kelaparan didunia dan memperkuat 
ketahanan pangan. 
5. Lingkungan dan Perubahan Ilkim Global 
Program USAID dalam hal ini adalah untuk membantu masyarakat dalam 
mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam mereka secara lebih baik 
dengan melindungi keanekaragaman hayati, memerangi deforestasi hutan 
dengan melakukan penanaman pohon serta melakukan mitigasi terhadap 
dampak perubahan iklim. 
6. Pendidikan 
Pendidikan merupakan salah satu kunci untuk mencapai kehidupan yang 
lebih baik dan ekonomi yang lebih kuat. Oleh karena itu dalam 
mewujudkan hal tersebut USAID juga memfokuskan bantuannya pada 
sektor pendidikan.  
7. Bantuan Kemanusiaan 
Setiap tahun bencana alam seperti kekeringan, banjir, badai dan bencana 
alam lainnya mempengaruhi sekitar 100 juta orang didunia dan 
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mengakibatkan lebih dari $100 milliar dollar kerugian ekonomi. Oleh 
karena itu USAID hadir dengan memberikan bantuan kemanusiaan dengan 
tujuan untuk menyelamatkan nyawa banyak orang didunia.  
1. USAID di Indonesia 
 
USAID pertama kali menjalankan misinya di Indonesia pada akhir tahun 
1961 untuk membantu pemerintah mengatasi masalah perkembangan 
penduduk di Indonesia yang semakin meningkat. dan beberapa kali 
memberikan bantuan kemanusiaan untuk Indonesia seperti saat terjadinya 
Tsunami di Aceh dan membantu gempa di wilayah Jawa Tengah.  Hingga 
pada tahun 2000-an kerjasama Indonesia dan USAID diwujudkan kembali 
melalui kerjasama Indonesia dan Amerika dalam suatu kemitraan 
komperhensif (Compherenship Partnership) yang ditandatangani oleh 
Presiden Obama dan Yudhoyono pada tahun 2010 untuk memperluas, 
memperdalam dan meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara.37 
Adapun kerangka kerjasama Indonesia-Amerika melalui USAID dapat dilihat 
pada tabel dibawah ini : 
  
                                                        




Tabel 1 Lembaga Pengelola ODA Amerika 
 
Negara/ Strategi kerjasama Kementrian coordinator 
kerjasama 




Departement Of state 
(Kementrian Luar Negeri 
AS) 




Sumber : Pengembangan Kerangka Dialog Kerjasama Bilateral, dalam Rangka 




Kantor misi USAID berada dalam Kedutaan  Besar Amerika Serikat di 
Jakarta yang dikepalai oleh Direktur Misi (Mission Director) dan Wakil 
Direktur Misi (Deputy Mission Director). Dalam pemberian bantuan Amerika 
melalui USAID mengacu atau berpedoman pada dokumen Strategi Kerjasama 
Indonesia-Amerika tahun 2009-2014 (Country Partnership Strategy ) 
dokumen tersebut mengandung tujuan penyaluran bantuan dan prinsip arahan 
yang menjadi acuan dalam menentukan fokus dan prioritas bantuan dari mitra 
strategis/komprehensif. Dalam dokumen dokumen strtaegi kerjasama juga 
menyangkut program, cakupan geografis, dan bantuan yang diturunkan dari 
strategi kerjasama kemitraan komprehensif.  Pemilihan prioritas  pada 
kemitraan strategis ini merupakan hasil artikulasi di bidang apa negara mitra 
pembangunan dapat memberikan bantuan pembangunan dengan output dan 
outcome yang signifikan. Dengan kata lain pemilihan program prioritas ini 
didasarkan oleh kesepakatan kedua belah pihak yang bergerak bersama untuk 
mencapai tujuan pembangunan di negara penerima bantuan dengan berbagai 
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kebijakan terkait di kedua negara. Beberapa acuan kebijakan yang merupakan 
tujuan pembangunan negara mitra adalah RPJPN (Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional), RPJMN (Rancangan Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional), MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan 
Pembangunan Ekonomi Indonesia), dan MDGs. Prioritas kerjasama Indonesia 












Lembaga Pihak/ Donor Prioritas Kegiatan 
1. Politik dan 
Keamanan 






2. Ekonomi dan 
Pembangunan 
















USAID  Kualitas Pendidikan 
(Pendidikan Dasar 
dan Tinggi) 
 Pengelolaan SDA 
(Pengelolaan 
ekosistem hutan dan 
laut, air minum, dan 
energi) 






Sumber : Pengembangan Kerangka Dialog Kerjasama Bilateral, dalam 
Rangka Optimalisasi Sumber Pendanaan luar Negeri Bilateral. BAPPENAS, 
Hal 48 
 
Berdasarkan tabel diatas, kerjasama pembangunan pemerintah Indonesia-
Amerika didasarkan pada kemitraan komprehensif Indonesia-Amerika tahun 
2009-2014 dengan prioritas kerjasama:1) politik dan keamanan; 2) ekonomi 
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dan pembangunan; 3) sosial budaya, kerjasama teknologi, pendidikan dan 
ilmu pengetahuan. Bantuan Amerika ini diberikan sesuai dengan kepentingan 
untuk mempertahankan supremasi secara politik.  
Dalam melakukan kerjasama pembangunan dengan negara pemberi donor 
termasuk Amerika, Kementrian PPN/Bappenas dalam melakukan kerjasama 
pembangunan tidak hanya berfokus pada pada isu anggaran atau kebutuhan 
dana, namun lebih kepada bagaimana melakukan kerjasama pembangunan 
kapasitas, pemanfaatan investasi dan kerjasama Internasional. ketiga pilar 
tersebut menjadi acuan dalam pemberian bantuan negara pemberi donor 
kepada negara penerima donor. Pilar pertama, pembangun kapasitas 
difokuskan untuk meningkatkan kapasitas pembangunan melalui transfer 
teknologi, pembagian pengetahuan, dan praktik nternasional terbaik. Pilar 
kedua adalah pemanfaatan investasi yang difokuskan untuk meningkatkan 
investasi dan membangun infrastruktur dasar, dan pilar ketiga adalah 
kerjasama internasional yang difokuskan untuk memenuhi perjanjian 
internasional yang telah disepakati Indonesia dan mendukung peran aktif 
Indonesia dalam forum Internasional.38 
  
                                                        
38 Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral “Strategi Pengembangan Kerjasama Pembangunan 
Bilateral” Jakarta. Agustus 2014. 
http://pendanaan.bappenas.go.id/index.php?option=com_rubberdoc&view=doc&i  diakses 
pada tanggal 30/04/2016 
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2. USAID di Sulawesi Selatan 
 
Berdasarkan tabel diatas salah satu prioritas kegiatan USAID di Indonesia 
dalam kemitraan komprehensif adalah pemerintahan demokratis dengan 
kegiatan penguatan hukum perundangan, dan pengefektifan tata pemerintahan. 
Kegiatan tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah program bantuan teknis 
kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Amerika melalui USAID dengan 
fokus pada tata kelola pemerintahan yang baik untuk peningkatan pelayanan 
publik di bidang kesehatan dasar, pendidikan dasar, dan peningkatan iklim 
usaha, program tersebut kemudian diberi nama program KINERJA.  
Implementasi yang melatarbelakangi dibentuknya program KINERJA-
USAID adalah meskipun desentralisasi sudah diterapkan sejak Tahun 1999, 
kualitas kinerja pelayanan publik belum menunjukkan perubahan yang lebih 
baik. Ada banyak faktor penyebab rendahnya mutu/kualitas pelayanan publik 
di Indonesia, antara lain salah satu faktor pentingnya adalah tata kelola (good 
governance) yang belum tertata dengan baik di Indonesia, khususnya pada 
tataran program management atau pengelolaan.  
Provinsi yang terpilih untuk menjadi mitra program KINERJA-USAID 
terdiri dari lima provinsi dari seluruh Indonesia yaitu Provinsi Aceh, Provinsi 
Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, dan 
Provinsi Papua. Keempat provinsi di luar Papua disebut sebagai Main 
KINERJA Partners sedangkan Papua merupakan provinsi ektensi. Pada 
keempat provinsi non papua, intervensi dilakukan pada tiga sektor sedangkan 
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Provinsi Papua hanya berfokus pada program kesehatan, khususnya TB dan 
HIV/Aids yang berkaitan dengan KIA. 39 
Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terpilih 
menjadi provinsi mitra program KINERJA-USAID. Sulawesi Selatan juga 
menjadi provinsi pertama yang meluncurkan program pelayanan hak dasar dan 
paling pertama menyelesaikan tahap persiapan. Nota kesepakatan (MOU) 
program KINERJA-USAID ditandatangani oleh lima kepala daerah di 
Sulawesi Selatan yang terpilih, kelima kabupaten tersebut adalah kota 
Makassar, Bulukumba, Luwu, Luwu Utara, dan Barru yang di saksikan oleh 
Chief of Party USAID pada waktu itu Jana Hertz, Gubernur Sulawesi Selatan 
Syahrul yasin Limpo dan utusan Mendagri A Syarifuddin Nonci di Makassar. 
Menurut Chief of Party USAID Jana Hertz anggaran yang disiapkan 
USAID untuk mendukung program KINERJA  di Sulawesi Selatan sekitar 24 
juta dollar AS yang diberikan dalam bentuk hibah. Anggaran tersebut 
disiapkan untuk mendukung tiga program pelayanan dasar yakni bidang 
pendidikan, kesehatan dan perizinan usaha satu pintu. Hibah dari USAID juga 
mendapatkan dana pendamping dari APBD provinsi dan APBD 
kabupaten/kota.40  
Masing-masing kabupaten yang terpilih memilih dari tiga sektor yang 
menjadi fokus pendampingan, kota Makassar memilih program peningkatan 
sistem palyanan perizinan dan program kesehatan, Bulukumba memilih 
                                                        
39 Modul Tata Kelola Pelayanan Publik Berbasis Standar Seri pembelajaran Dari USAID-
KINERJA 
http://www.kinerja.or.id/pdf/f341c857-c906-476d-8cc7-6bfd2865a624.pdf Hal 51 
40Tribunnews. “ Sulsel Teken Kontrak Kerjasama USAID” 
http://makassar.tribunnews.com/2011/06/08sulsel-teken-kontrak-kerjasama-usaid diakses pada 
tanggal 17/04/2016   
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pendidikan dan kesehatan, Luwu dengan prioritas program pendidikan dan 
kesehatan, Luwu Utara dengan program pendidikan dan kesehatan, serta Barru 
memilih program pendidikan dan peningkatan sistem pelayanan perizinan. 
Untuk pemilihan kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan yang menjadi mitra 
KINERJA-USAID didasarkan pada beberapa tahap berikut ini yaitu tahap  
roadshow, diseminasi, dan seleksi.41 
1. Kegiatan roadshow utamanya ditujukan untuk memperkenalkan program 
kepada para eksekutif, legislatif, perguruan tinggi dan organisasi non 
pemerintah di tingkat provinsi. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 16 
dan 17 Desember 2010 lalu, dengan memberikan penjelasan umum 
kepada SKPD terkait di ruang sidang kantor Gubernur Sulsel, yang hadir 
dalam pertemuan tersebut adalah BAPPEDA, Dinas Kesehatan, Dinas 
Pendidikan, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD), 
Biro Organisasi Setda, Ketua Komisi A DPRD Provinsi dan Direktorat 
Jenderal Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri serta USAID. 
Kegiatan ini memberikan gambaran umum kepada SKPD tentang  
program KINERJA-USAID dan ruang likup bantuan teknis yang akan 
dilakukan pada Kabupaten/Kota. Pertemuan selanjutnya dilakukan juga 
dengan Ketua dan Unsur Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan 
Fakultas FISIP Universitas Hasanuddin serta beberapa organisasi non 
pemeritnah seperti Kopel, Fik Ornop, YASMIB, Unmuh, dan Fatayat 
NU. Selain itu juga dilakukan diskusi terbatas dengan Bursa 
                                                        
41 BaktiNews. Vol. V Januari-Februari 2011 Edisi 63  
http://bakti.or.id/sites/default/files/files/baktinews/BaKTINews%20Edisi%2063_To%20Print_Fina
l1.pdf Hal 14 
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Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) dan The Fajar Institute 
of Pro Otonomy (FIPO). 
2. Tahap berikutnya adalah diseminasi yang dilakukan pada tanggal 4 
Januari 2011 di Ruang Data Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. 
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Setda Provinsi Sulawesi Selatan, 
H.A.Muallim, SH.MSi. dan diikuti oleh 19 Kabupaten/Kota. Beberapa 
Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota turut hadir dalam 
pertemuan tersebut. Setelah pertemuan berakhir kepada Pemerintah 
Kabupaten/Kota diberikan penawaran untuk melakukan penyampaian 
surat minat kepada Gubernur untuk menerima bantuan teknis program 
Kinerja dengan batasan waktu tiga hari. 
3. Tahap terakhir adalah seleksi Kabupaten/Kota yang telah menyampaikan 
surat minat kepada Gubernur melalui Setda Provinsi Sulawesi Selatan. 
Sebanyak 13 Pemerintah Kabupaten dan 2 Pemerintah Kota telah 
menyampaikan surat minat. Dari data surat minat tersebut oleh Tim 
KINERJA Jakarta kemudian diolah dan kelimabelas pemerintah 
Kabupaten/Kota dipilih secara komputerisasi dengan menggunakan 
sistem acak. Sebuah pertemuan teknis di Ruang Rapat Pimpinan Kantor 
Gubernur dilakukan untuk memilih lima dari limabelas Kabupaten/Kota 
yang akan menerima bantuan teknis Kinerja USAID. Hadir dalam 
pertemuan teknis adalah unsur SKPD terkait, wakil dari Fakultas FISIP 
Universitas Hasanuddin, dan organisasi non pemerintah. Kelima 
Kabupaten/Kota yang terpilih secara acak adalah Kabupaten Luwu 
54 
 
Utara, Kabupaten Luwu, Kabupaten Barru, Kabupaten Bulukumba, dan 
Kota Makassar. 
Dari ketiga tahap seleksi tersebut akhirnya terpilihlah menjadi 5 kabupaten 
atau kota yang menjadi mitra kerja program KINERJA-USAID. Kelima 
kabupaten atau kota itu adalah Bulukumba, kota Makassar, Luwu, Luwu 
Utara dan kabupaten Barru.42 
 
B. Gambaran Umum Kondisi Pelayanan Perizinan Kabupaten Barru Profil  
Kabupaten Barru 
 
Kabupaten Barru secara administratif terbagi menjadi 7 Kecamatan dan 54 
Desa/Kelurahan.Untuk membantu pelaksanaan pemerintahan desa terdapat 170 
Dusun dan 52 lingkungan. Secara geografis Kabupaten Barru terletak diantara 
koordinat 40,5 49 -4 47’35’ Lintang selatan dan 199 35’00 – 119 49’16 Bujur 
Timur dengan luas daerah sekitar 1174, 72 KM 2 . Kabupaten Barru sebelah utara 
berbatasan dengan kota Pare-Pare, sebelah timur dengan kabupaten Soppeng dan 
kabupaten Bone, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Pangkep dan 
sebelah barat dengan selat Makassar. Berdasarkan jalur lintas daerah maka, 
kondisi wilayah Kabupaten Barru merupakan lintas daerah yang dilewati jalur 
jalan Negara sebagai jalur ekonomi yang menghubungkan beberapa Kabupaten di 
Sulawesi Selatan, seperti jalur Kabupaten Soppeng, Bone dan Sengkang serta 
Kota Pare-Pare setelah melewati Kabupaten Maros dan Pangkep atau jalur Utara 
dari Kota Makassar. Kabupaten Barru termasuk salah satu daerah yang memiliki 
                                                        
42 Ibid Hal 14-15 
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garis pantai yang panjang. Oleh sebab itu, Kabupaten Barru selain mengandalkan 
sumber daya alam dibidang pertanian dan pertambangan, juga menjadi daerah 
penghasil perikanan darat dan laut. 43 
Berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI), BPS, struktur 
perekonomian daerah kabupaten Barru dikelompokkan kedalam sembilan sector, 
yakni, (i) Pertanian, (ii) Pertambangan dan Penggalian,(iii) Industri 
Pengelohan,(iv) Listrik Gas dan Air,(v) Bangunan ,(vi) Perdagangan Hotel dan 
Restoran,(vii) Transportasi dan Komunikasi,(viii) Perbankan dan (ix) Jasa-Jasa. 
Dari kesembilan sektor yang ada umumnya daerah memiliki sektor yang menjadi 
andalan daerah tersebut, dan tentunya sektor andalan yang disebut sebagai leading 
sector antara daerah satu dengan yang lain biasanya berbeda tergantung SDA dan 
karakteristik daerah bersangkutan. 44 
Angka PDRB Kabupaten Barru atas dasar harga yang berlaku sebesar 
Rp.426,904,91 dengan kontribusi terbesar disumbangkan oleh sektor pertanian 
yakni sebesar 49,22 % disusul sektor jasa-jasa yang memberi sumbangan sebesar 
16,87 % dan sektor perdagangan restoran dan hotel sekitar 11,92 %. Sektor 
industri pengolahan Kabupaten Barru yang diharapkan mampu menunjang sektor 
pertanian dengan berorientasi pada agro industri hanya mampu memberikan 
sumbangan sebesar 3, 84 %. Dari keterangan tersebut memberikan gambaran 
bahwa hingga tahun 2006 sektor pertanian masih menjadi andalan Kabupaten 
                                                        
43 Data dari Yayasan Adil Sejahtera 
44 Data dari Yayasan Adil Sejahtera 
56 
 
Barru (leading sector utama), disusul dengan sector jasa-jasa dan sector 
perdagangan restoran dan hotel.45 
Pelayanan Perizinan di Kabupaten Barru 
Bebeberapa persoalan terkait Tata Kelola Pemerintahan dan khususnya di 
sektor pelayanan publik telah menjadi perhatian beberapa pihak dalam kurung 
waktu terakhir ini. Kebijakan pemerintah pusat pada tahun 2006 untuk mulai 
mempromosikan pembentukan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk 
perizinan usaha di semua tingkat pemerintahan dalam rangka menyederhanakan 
proses perizinan belumlah berjalan dengan baik. Sebagaimana yang telah 
diidentifikasi, jumlah kantor PTSP daerah yang dibentuk di Indonesia telah 
meningkat dari 111 pada tahun 2001-2005 menjadi 404 kantor (76% dari jumlah 
total) pada tahun 2012. Akan tetapi,laporan tersebut mengidentifikasi bahwa 
hampir 69% kantor PTSP mempunyai wewenang yang terbatas atau tidak 
mempunyai wewenang sama sekali untuk menerbitkan lebih dari 100 jenis izin di 
tingkat daerah sehingga kurang bermanfaat bagi perusahaan-perusahaan swasta.46 
Disamping itu, kualitas pelayanan juga masih rendah. Misalnya, sekitar 
40% kantor PTSP perlu waktu lebih dari tiga hari (standar nasional) untuk 
mengurus surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan tanda daftar perusahaan 
(TDP); sekitar 80% kantor masih membebankan biaya kepada pemohon, padahal 
seharusnya bebas biaya; dan sekitar separuh dari jumlah total kantor PTSP 
meminta lebih banyak dokumen untuk diajukan oleh pemohon daripada standar 
nasional. Pada dasarnya, kebanyakan pemerintah daerah hanya memenuhi  
                                                        
45 Data dari Yayasan Adil Sejahtera 
46 Modul Tata Kelola Pelayanan Publik Berbasis Standar 
http://www.kinerja.or.id/pdf/f341c857-c906-476d-8cc7-6bfd2865a624.pdf diakses pada tanggal 
18/03/2016  hal 171 
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kewajibannya untuk membentuk PTSP tanpa banyak memperbaiki pelayanan 
perizinan. Pemerintah Kabupaten Barru, salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan 
dengan 165.900 penduduk (2010) juga mengalami hal serupa.47 
Pada tahun 2008, Kabupaten Barru menerbitkan peraturan daerah untuk 
membentuk PTSP (Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal- KP3M), 
namun dua tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 21 Agustus 2010 daerah ini 
baru mengangkat kepala kantornya dan mengoperasikan PTSP. Pada tahun 2010-
2011, PTSP hanya berwenang mengeluarkan tujuh jenis izin sedangkan 122 
sisanya masih menjadi kewenangan 14 instansi teknis. Selain itu PTSP juga belum 
memiliki prosedur operasional standar (SOP) untuk memproses permohonan izin 
atau menangani pengaduan. Tantangan ini menjadi penyebab kurangnya kualitas 
kinerja pelayanan perizinan. Kantor ini rata-rata memerlukan waktu 20 hari kerja 
untuk menerbitkan sebuah izin dan pemohon dikenakan biaya 15-20% lebih 
mahal daripada tarif resmi. Diperkirakan hanya 26% dari 2.781 perusahaan 
memiliki izin yang masih berlaku pada tahun 2011. Investasi swasta tahunan rata-
rata mencapai sekitar Rp 67,8 miliar setiap pada tahun 2010-11, sekitar 4% dari 
PDRB kabupaten. Pemilik usaha, khususnya yang terlibat dalam berbagai asosiasi 
bisnis, mengeluhkan situasi perizinan dalam berbagai kesempatan.48 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa kebijakan 
pemerintah untuk membentuk Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
belum berjalan dengan baik. Banyak permasalah yang terjadi di daerah mengenai 
                                                        
47 Modul Tata Kelola Pelayanan Publik Berbasis Standar 
http://www.kinerja.or.id/pdf/f341c857-c906-476d-8cc7-6bfd2865a624.pdf diakses pada tanggal 
18/03/2016 Ibid Hal 173 
48 Data dari KP3M Kabupaten Barru 
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penerapan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), baik terkait pemahaman 
pemerintah daerah, implementasi PTSP maupun pengembangannya. Dari berbagai 
pengamatan (assesmen) yang dilakukan di wilayah KINERJA Sulawesi Selatan, 
diketahui bahwa PTSP belum diterapkan dengan baik. Pada dasarnya kebanyakan 
pemerintah daerah hanya memenuhi  kewajibannya untuk membentuk PTSP tanpa 
banyak memperbaiki pelayanan perizinan. Oleh karena itu program KINERJA-
USAID ada untuk memperbaiki Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang merupakan 
salah satu bagian dari perbaikan pelayanan publik.  
Di kabupaten Barru Program KINER-USAID telah mulai berjalan di 
Sulawesi selatan sejak bulan Oktober 2010. Program yang didukung oleh USAID 
ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan 
pengelolaan pelayanan dan peningkatan kepedulian masyarakat. Selain di level 
provinsi, program ini secara sistematis telah menetapkan lima Kabupaten atau 
Kota di Sulawesi Selatan sebagai lokasi pelaksanaan program, yakni Kota 
Makassar, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Barru, Kabupaten Luwu dan 
Kabupaten Luwu Utara. Dan dari 3 (tiga) sektor yang ditawarkan oleh Program 
KINERJA, untuk tahun pertama komponen peningkatan iklim investasi atau BEE 
dijalankan di Kota Makassar, Kabupaten Barru dan Kabupaten Luwu Utara. 
Program KINERJA-USAID melalui The Asia Foundation (TAF) dengan 
proses yang ada, telah menunjuk Yayasan Adil Sejahtera (YAS) Sulawesi Selatan 
sebagai organisasi mitra pelaksana (OMP) untuk bantuan teknis peningkatan iklim 
usaha atau Business Enabling Environment (BEE) yang akan dilaksanakan di 
Sulawesi Selatan, khususnya di level Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar 
dan Kabupaten Barru, untuk tahun program 2011 – 2012.  Dan terhitung sejak 
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tanggal 14 November 2011, YAS Sulsel selaku OMP telah mulai melakukan 
serangkaian kegiatan sebagaimana tertuang dalam workplan, baik di Kabupaten 
Barru maupun di Level Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu kabupaten yang 
menjadi mitra program KINERJA-USAID di bidang BEE untuk tahun pertama 
adalah kabupaten Barru. Adapun permasalahan yang dihadapi kabupaten Barru 
yang terkait dengan iklim usaha dan investasi adalah sebagai berikut :49 
1. Rendahnya daya saing investasi daerah yang berdampak kepada rendahnya 
pertumbuhan pelaku usaha baru serta formalisasi usaha yang masih rendah  
2. Persefsi pemerintah dan masyarakat setempat (stakeholder) akan iklim 
investasi yang baik belum terbangun, meski dukungan infra struktur 
seperti pelabuhan dan akses jalan mulai mendapatkan perhatian dari 
pemerintah pusat.  
3. Belum maksimalnya pengendalian pembangunan dan pengembangan kota 
dalam menjaga kelestarian alam, dimana Kondisi geografis dan struktur 
alam Kab. Barru yang terdiri dari bentangan pesisir pantai, daratan dan 
pegunungan yang rentan terhadap bencana bila tidak dikelola dengan baik.  
4. Pelayanan perizinan dan penanaman modal sebagai salah satu instrumen 
perbaikan iklim investasi belum berjalan baik.  
5. Kesulitan pihak perbankan (permodalan) dalam menyalurkan kredit/ 
bantuan modal karena kecilnya segmen usaha yang ada.  
 
  
                                                        
49 Annual Report  BEE KINERJA YAS 2012.Pdf Hal 39 
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C. Gambaran Umum Mengenai Program KINERJA-USAID dalam Bidang 
Peningkatan Iklim Usaha melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
 
 Program KINERJA merupakan program bantuan teknis kerjasama antara 
Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika melalui USAID yang 
bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan manajemen 
pelayanan dan partisipasi masyarakat ditiga sektor salah satunya peningkatan 
iklim usaha melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan kajian regulasi one stop 
services.  
 Pelaksanaan pendampingan program KINERJA-USAID melalui 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertujuan untuk meningkatkan iklim usaha melalui 
perbaikan perizinan agar usaha mikro, kecil dan menengah dapat berkembang 
yang merupakan salah satu prioritas pemerintah pusat dan menjadi faktor penting 
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Pemerintah daerah yang 
memilih iklim usaha yang baik (BEE) sebagai salah satu prioritas mereka akan 
mendapatkan dukungan untuk menerapkan kerangka kerja seperti gambar di 










Sumber : Modul Tata Kelola Pelayanan Publik Berbasis Standar, USAID,  
Hal 55 
Melakukan dialog pemerintah swasta (public-private dialog atau PPD) yang 
pertama akan diadakan untuk mengidentifikasi intervensi sektor iklim usaha yang 
baik (BEE/Business Enabling Environment) yang sejalan dengan implementasi 
Indeks Tata Kelola Ekonomi (EGI). Hasil EGI dan PPD pertama akan dibahas 
dalam dialog pemerintah swasta /PPD kedua untuk merumuskan rencana aksi 
BEE yang akan dilaksanakan kurang-lebih selama dua tahun. Pemerintah daerah 
akan membahas perbaikan pelayanan satu atap (OSS) untuk perizinan usaha dan 
melakukan kajian dan reformasi peraturan perundang-undangan. Kemajuan 
pelaksanaan rencana aksi BEE akan ditinjau setiap enam bulan dalam PPD di 
mana dalam kurun waktu tersebut dapat dilakukan penyesuaian dan memetik 
pelajaran yang bermanfaat. 
Berdasarkan proses pendampingan diatas, ada beberapa hasil yang 
diharapkan dalam pendampingan program KINERJA-USAID diantaranya adalah 
pelayanan PTSP tertata secara lebih baik, kerangka regulasi yang baik bagi PTSP 

























berkelanjutan. Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan tersebut program 
KINERJA-USAID memberikan pendekatan dengan meningkatkan tata kelola 
pelayanan publik berbasis standar yang dilakukan  dengan menguatkan dua pilar 
penting, yaitu melalui penyedia layanan (supply-side) dan pengguna layanan 
(demand-side). Penguatan penyedia pelayanan ditujukan untuk meningkatkan 
kemampuan dalam pengelolaan pelayanan berbasis inovasi, tata kelola, dan 
praktik yang baik sedangkan pengguna pelayanan ditujukan untuk meningkatkan 
kepedulian masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah daerah, melalui 
peningkatan kemampuan dalam menyuarakan hak-haknya dalam pelayanan 
publik, melakukan pengawasan, dan monitoring kualitas pelayanan di tingkat unit 
dan manajemen layanan.  
 Pendekatan yang dilakukan program KINERJA-USAID untuk 
menguatkan pengguna dan penyedia layanan karena kedua aktor tersebut 
memainkan peranan yang sangat penting untuk mewujudkan pelayanan publik 
yang baik berbasis standar, dua komponen utama ini saling bersinergi secara aktif. 
Di saat yang sama, negara/pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan di 
daerah memiliki peran yang penting. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti 
partisipasi aktif masyarakat, akuntabilitas, transparansi dan responsif merupakan 
pra-kondisi yang penting untuk dikembangkan. Masing-masing komponen ini 
mempunyai peran yang saling menguatkan dan mengisi. Penguatan penyedia dan 




Tabel 3 Penguatan Pengguna & Penyedia Layanan 
 





KEGIATAN PADA SISI 
PENYEDIA LAYANAN 




- Melakukan diagnostic 
study terhadap alu 
rpelayanan perizinan 
saat ini. 








Pelayanan PTSP tertata 
(kembali) secara lebih 
baik. 
- Menyelenggarakan 







(termasuk CSO dan 
pelaku usaha). 
- Mendorong media 
mempublikasikan 




(antar-SKPD terkait) : 
- Identifikasi dan 





peraturan terkait hasil 
pemetaan. 
- Menyusun dan 
mengeluarkan (revisi) 
peraturan yang 
relevan (Perda, SK 
kepala daerah, SE). 






























- Menyusun SOP, SP, 




- Penyederhanaan izin 
dan/atau izin paralel 













dengan Baik dan 
Efektif 
- Melibatkan MSF dalam 
kegiatan perbaikan 
PTSP dari mulai 
penyusunan action plan 
s/d pelaksanaan 
kegiatan. 
- Memobilisasi UKM 
untuk mendaftarkan 





- Melibatkan media 
untuk sosialisasi dan 
promosi PTSP. 






IT melalui Kartu 
Kendali sebagai alat 
manajemen 
- Menyelenggarakan 














PTSP di tiap 
provinsi sebagai 
PTSP Berjalan 
dengan Baik secara 
Berkelanjutan 
- Mendorong pengguna 
layanan untuk 
menggunakan saluran 
pengaduan di PTSP 
guna menyalurkan 











saluran pengaduan di 
PTSP guna 
menyalurkan feedback 
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 Sumber : Modul Tata Kelola Pelayanan Publik Berbasis Standar, USAID,  
Hal 251-252 
 
Salah satu komponen penting dalam Program KINERJA dukungan 
USAID adalah mewujudkan iklim usaha yang lebih Baik (Business Enabling 
Environment - BEE) dengan melakukan reformasi sistem perizinan melalui 
pendampingan pembentukan dan atau pengembangan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (PTSP) di kabupaten/kota. Para organisasi mitra pelaksana (OMP) BEE-
KINERJA di delapan kabupaten termasuk di Kabupaten Barru  memfasilitasi 
pemerintah daerah melakukan hal-hal strategis berikut:50 
(1) Penguatan kelembagaan melalui peningkatan wewenang PTSP.  
Agar pelayanan perizinan usaha dapat diselenggarakan secara efektif maka 
PTSP harus menjadi “pelayanan terpadu satu pintu yang nyata” di mana 
pemohon izin tidak perlu mengunjungi kantor lain untuk mengurus berbagai 
                                                        
50 Modul Tata Kelola Pelayanan Publik Berbasis Standar. Ibid hal 345 
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jenis izin. Oleh karena itu, pemindahan wewenang perizinan instansi teknis 
kepada PTSP  menjadi strategi utama. 
(2)  Memperbaiki kualitas pelayanan perizinan. 
Pertama, prosedur operasional standar (SOP) dan standar pelayanan (SP) 
untuk setiap jenis izin harus dikembangkan dan ditetapkan sehingga standar 
pelayanan tingkat nasional (waktu, biaya dan persyaratan untuk mengurus 
izin) terpenuhi. SOP juga harus memisahkan pelayanan front office dan back 
office untuk memastikan pemisahan wewenang yang jelas dan 
mengembangkan sistem pemeriksaan dan keseimbangan (checks and 
balances). Kedua, karena PTSP mungkin tidak mempunyai kapasitas teknis 
yang lengkap untuk memeriksa permohonan izin maka perwakilan dari 
instansi teknis dipilih untuk mendampingi sebagai anggota “tim teknis” guna 
membantu PTSP dalam menilai aspek-aspek yang lebih bersifat teknis dari 
permohonan izin. Oleh karena itu, proses keseluruhan tetap berada di bawah 
pengawasan PTSP tanpa mengurangi kualitas penilaian teknis terhadap 
permohonan izin. Ketiga, berbagai jenis peningkatan kapasitas di bidang 
teknis dan budaya pelayanan akan diberikan kepada staf PTSP dan anggota 
tim teknis. 
(3)  Memperbaiki tata kelola pelayanan perizinan. 
Kegiatan yang termasuk di sini adalah: (i) informasi yang jelas dan transparan 
tentang waktu, biaya, ketentuan dan prosedur untuk mengurus setiap jenis izin 
akan diberikan kepada sektor swasta, khususnya pemohon izin; (ii) 
mekanisme penanganan pengaduan untuk memastikan agar masyarakat yang 
merasa tidak puas dapat dengan mudah menyampaikan permasalahannya 
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untuk ditindak lanjuti oleh PTSP; dan (iii) survei kepuasan masyarakat 
dilaksanakan secara berkala untuk menyediakan dasar bagi peningkatan 
kualitas pelayanan secara keseluruhan. 
(4)  Mengurangi jenis izin yang diwajibkan oleh Pemda.  
Integrasi pelayanan perizinan di PTSP akan membantu pelaku usaha untuk 
mengurus semua izin yang diperlukan di satu tempat. Tetapi, perbaikan nyata 
iklim investasi membutuhkan deregulasi dan penyederhanaan persyaratan 
perizinan. 
(5)  Bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil (CSO) dan sektor swasta 
dalam melaksanakan keempat strategi di atas. 
KINERJA menyadari bahwa proses perbaikan pelayanan perizinan yang 
dibahas di atas akan lebih efektif apabila CSO, khususnya sektor swasta, 
dilibatkan dalam proses perubahan. Oleh karena itu, CSO akan dikonsultasikan 
secara intensif dalam mengidentifikasi masalah dan membahas berbagai alternatif 
solusi.  
Program KINERJA-USAID dalam Bidang Peningkatan Iklim Usaha melalui 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Barru 
 Program Kinerja-USAID pada prinsipnya telah mulai berjalan di Sulawesi 
Selatan sejak bulan Oktober 2010. Program yang didukung oleh USAID ini 
memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan 
pengelolaan pelayanan dan peningkatan kepedulian masyarakat.  
Program KINERJA-USAID melalui The Asia Foundation (TAF) dengan 
proses yang ada, telah menunjuk Yayasan Adil Sejahtera (YAS) Sulawesi Selatan 
sebagai organisasi mitra pelaksana (OMP) untuk bantuan teknis peningkatan iklim 
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usaha atau Business Enabling Environment (BEE) yang akan dilaksanakan di 
Sulawesi Selatan, khususnya di level Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar 
dan Kabupaten Barru, untuk tahun program 2011 – 2012. Adapun tujuan BEE 
atau peningkatan iklim usaha KINERJA-USAID di Kabupaten  Barru adalah 
sebagai berikut : 51 
 Umum 
Program BEE Kinerja USAID berupaya untuk meningkatkan Iklim Investasi / 
iklim usaha yang lebih baik melalui perbaikan pelayanan perizinan usaha dan 
review berbagai regulasi yang terkait dengan perizinan.  
 Khusus 
Meningkatkan kinerja pelayanan perizinan pada PTSP KP3M Kabupaten 
Barru melalui serangkaian kegiatan dengan sasaran utama antara lain adalah :  
a. Review dan revisi regulasi untuk mendukung peningktan Kinerja 
PTSP  
b. Perbaikan mekanisme pelayanan  
c. Pengembangan SDM dan sarana prsarana pendukung PTSP  
d. Sosialisasi dan publikasi PTSP  
e. Peningkatan peran serta masyarakat dan asosiasi usaha dalam 
mendorong iklim usaha yang lebih baik  
f. Peningkatan peran pemerintah provinsi dalam mendorong 
pengembangan PTSP di Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan, 
melalui pembentukan Forum PTSP, termasuk peningkatan fungsi dan 
kewenangan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan.  
                                                        
51 Mid Report BEE KINERJA-USAID-YAS. Pdf. Hal 1 
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Dalam menjalankan program KINERJA-USAID pendekatan strategis yang 
digunakan adalah sebagai berikut :52 
1. Pendekatan Partisipatif : yaitu upaya untuk senantiasa melibatkan 
stakeholder terkait, baik dari sisi pemberi layanan (pemerintah) 
maupun dari pihak penerima layanan (Masyarakat) dalam setiap 
tahapan kegiatan yang dianggap strategis untuk mengatur arah 
kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik.  
2. Rapat, Workshop, Seminar dan FGD : berbagai bentuk pertemuan ini 
dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan kegiatan dan mendapatkan 
informasi terkini tentang system, prosedur dan mekanisme pelayanan 
perizinan;  
3. Sosialisasi dan Advokasi via media cetak dan elektronik : 
Memberitakan semua kegiatan dan outputnya adalah bentuk sosialisasi 
kepada multi stake holder sekaligus mengadvokasi beberapa statement 
pemda yang mendukung program dan yang tidak memberikan 
apresiasi yang sepantasnya;  
4. Reporting : Setiap kegiatan akan dilaporkan dalam bentuk naratif 
untuk pertanggungjawaban program dan bahan evaluasi dalam 
melaksanakan aktifitas program selanjutnya.  
  
                                                        
52 Annual Report BEE KINERJA YAS 2012 . Pdf Hal 5 
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BAB IV   
PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
 
A. Implementasi Program KINERJA-USAID terhadap Peningkatan 
Kualitas Pelayanan Perizinan di Kabupaten Barru.  
 
Dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional  terdapat banyak interaksi 
negara satu sama lain yang meliputi perilaku perang, konflik, kerjasama, 
pembentukan aliansi serta koalisi maupun interaksi yang terjadi dalam suatu 
wadah organisasi internasional. Namun, dalam penelitian ini penulis 
memfokuskan bentuk interaksi negara pada kerjasama. Pada tahun 2009 
pemerintah Indonesia dan Amerika menjalin kerjasama dalam  rangka untuk 
meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. Salah satu perwujudan dari 
kerjasama tersebut adalah Amerika yang memberikan hibah kepada Indonesia 
melalui lembaga bantuannya USAID untuk mendukung berbagai kegiatan yang 
menjadi prioritas kerjasama kedua negara. Salah satunya dalam bidang politik dan 
keamanan dengan agenda kegiatan perbaikan tata pemerintahan melalui perbaikan 
pelayanan publik yang diwujudkan melalui program KINERJA-USAID. 
Salah satu kabupaten yang mendapat bantuan dan yang menjadi fokus 
penelitian penulis adalah kabupaten Barru. Adapun jenis bantuan yang diberikan 
USAID pada kabupaten Barru merupakan tipe bantuan teknis. Yang dalam 
memberikan bantuannya USAID diwakili oleh Organisasi Mitra Pelaksananya 
yang dalam hal ini merupakan tenaga ahli yang mendapat biaya oleh USAID 
untuk mendampingi pelaksanaan program  KINERJA-USAID dikabupaten Barru 
dibidang Pelayanan Perizinan. Pendampingan program KINERJA USAID 
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menggunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan penyedia dan pengguna 
layanan  
Program KINERJA di kabupaten Barru melakukan pendampingan dari 
tahun 2011-2013. Untuk tahun pertama (2011-2012) fokus pendampingan BEE/ 
peningkatan iklim usaha difokuskan kepada penataan regulasi perizinan, 
penyederhanaan dan perbaikan proses pelayanan yang ada pada Kantor Pelayanan 
Perizinan dan Penanaman Modal (KP3M) Kabupaten Barru. sedangkan untuk 
tahun kedua (2013) program KINERJA di Kabupaten Barru di fokuskan kepada 
upaya memaksimalkan capaian yang sudah ada, penigkatan kompetensi SDM, 
perbaikan sarana dan prasarana pendukung termasuk pengembangan sistem data 
base dengan penerapan sistem teknologi informasi serta sejumlah inovasi lainnya. 
Secara rinci fokus pendampingan program KINERJA-USAID di kabupaten Barru 
adalah sebagai berikut :53 
Fokus kegiatan tahun pertama  
1. Penguatan KP3M sebagai lembaga pelayanan perizinan dan penanaman 
modal dengan system PTSP  
2. Penyederhanaan jenis, persyaratan dan mekanisme perizinan.  
3. Peningkatan peran asosiasi usaha dalam penanganan pengaduan dan 
pengawasannya.  
4. Peningkatan pemahaman masyarakat akan existensi KP3M dan berbagai 
inovasi layanan yang telah dilakukan.  
                                                        
53 Annual Report BEE KINERJA YAS 2012. Pdf Hal 10 
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Fokus pendampingan pada tahun kedua (2013), memasuki tahap 
pengembangan, dengan sasaran utama antara lain sebagai berikut : 54 
1. Peningkatan jumlah kewenangan yang dimiliki yang disertai dengan revisi 
terhadap beberapa regulasi terkait, seperti perubahan atas Peraturan Bupati 
tentang Pelimpahan kewenangan, revisi terhadap Standar Operational 
Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), dan SK Tim Teknis.  
2. Pengembangan sistem database, yaitu penerapan sistem teknologi 
Informasi melalui pembuatan software pelayanan perizinan, pembuatan 
website dan SMS Gateway.  
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola PTSP, 
berupa rangkaian kegiatan pelatihan sebagai tahap lanjut dari tahun 
pertama, yaitu pelatihan TIM Building, Soft Skill, program magang, 
pengelolaan sistem data base dan studi konveratif ke berbagai PTSP yang 
lebih maju.  
4. Pengembangan kualitas penanganan mekanisme pengaduan dengan 
melibatkan asosiasi pelaku usaha yang disertai dengan pelembagaan forum 
Multi Stakeholders Forum (MSF).  
5. Replikasi inovasi layanan yang ada ke unit kerja / SKPD lainnya di 
lingkup Pemerintah Kab. Barru, berupa penyelenggaraan IKM dan 
penyusunan SOP / SP di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Tenaga Kerja, 
sebagaimana metodelogi yang dikembangkan oleh program KINERJA, 
sebagai upaya persiapan penyelenggaraan Sentra Pelayanan Publik 
“Masiga Center” di Kab. Barru.  
                                                        
54 Laporan Akhir BEE KINERJA Sulawesi Selatan-YAS. Pdf Hal 12 
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6. Peningkatan pemahaman masyarakat akan berbagai inovasi layanan yang 
ada di KP3M melalui rangkaian kegiatan sosialisasi dan publikasi, serta 
kegiatan Gebyar Pelayanan Perizinan Massal dan Gratis.  
Dari berbagai jenis kegiatan yang dilakukan oleh program KINERJA-
USAID dalam memperbaiki kualitas pelayanan perizinan di kabupaten Barru, 
berikut merupakan hasil dari berbagai kegiatan pendampingan program 
KINERJA-USAID:55 
 
Tabel 4 Hasil Pendampingan Program KINERJA-USAID  
No Sebelum Sesudah 
1. Berbagai jenis perizinan yang 
menjadi kewenangan daerah dan 
dilaksanakan belum 
terinventarisasi dengan baik dan 
beberapa tidak memiliki dasar 
hukum / petunjuk teknis  
Berbagai jenis perizinan yang ada dan 
akan diberlakukan di atur dalam 
PERDA NO.2 tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan non 
Retribusi di Kabupaten Barru 
2. Masih ada pungutan / biaya 
administrasi yang dibebankan ke 
setiap pemohon izin.  
Biaya administrasi termasuk biaya 
formulir dihapuskan / ditiadakan  
3. KP3M melayani 7 (tujuh) jenis 
izin , yaitu : IMB, SITU, HO, 
SIUP , TDP, SIUJK dan Izin 
Reklame  
Ada tambahan 2 jenis Izin, yaitu : Izin 
Usaha Perikanan (IUP) dan Izin Trayek 
yang diatur dalam Keputusan Bupati 
Barru No. 121/KP3M/2012  
4. Belum ada mekanisme TIM 
Teknis  
TIM Teknis terbentuk dan bekerja 
sebagaimana di atur dalam Keputusan 
Bupati Barru No. 122/KP3M/2012  
5. SOP (Standar Operational 
Prosedur) untuk layanan 
perizinan dan mekanisme 
pengaduan belum ada / tidak 
terlembagakan.  
Mekanisme layanan perizinan dan 
pengaduan diatur dalam Peraturan 
Bupati No. 13 tahun 2012 tentang 
Standar Operational Prosedur (SOP) 
Pelayanan Perizinan pada Kantor 
Pelayanan Perizinan dan penanaman 
modal kabupaten Barru 
  
                                                        
55 Data dari Yayasan Adil Sejahtera 
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6. Pemahaman personil KP3M akan 
paradigma pelayanan satu pintu 
masih sangat rendah dan secara 
TIM masih kurang solid  
Sebagian besar personil KP3M sudah 
memahami dengan baik prinsip dasar 
pelayanan satu pintu, terutama dalam 
hal memberikan pelayanan yang 
mudah, cepat dan murah.  
Dari serangkaian pelatihan mulai 
terbangun kerjasama TIM yang baik 
dalam memberikan pelayanan.  
7. Tidak ada Kejelasan informasi 
dan transfaransi biaya  
Tersedia loket dan petugas informasi, 
serta pencetakan biaya retribusi resmi 
disetiap blangko perizinan.  
8. Belum ada mekanisme pemberian 
insentif kepada personil KP3M  
Pemberian tambahan penghasilan/ 
mekanisme insentif telah ada dan di 
atur dalam Surat Keputusan Bupati 
Barru No. 357/KP3M/IV/2012, tentang 
pemberian tambahan penghasilan bagi 
pegawai Kantor Pelayanan Perizinan 
dan Penanaman Modal Kab. Barru.  
9. Lay out front office tidak user 
friendly dan tidak tertata dengan 
baik  
Telah mulai dilakukan pembenahan 
front office, yang dulunya berada di 
bagian belakang dari bangunan kantor, 
sekarang dipindahkan kebagian depan 
dengan desain interior yang lebih baik.  
10. Perhatian dan partisipasi 
masyarakat terhadap existensi 
KP3M cukup rendah  
Kelompok Stake holder mulai 
memberikan perhatian dan terlibat 
dalam setiap diskusi dan penyusunan 
kebijakan terkait operational layanan 
perizinan di KP3M  
11. Survey Indeks Kepuasan 






Sumber : Laporan Akhir BEE KINERJA Sulawesi Selatan,  YAS, Hal 11  
 
Pendekatan yang digunakan oleh program KINERJA-USAID dalam 
melaksanakan programnya adalah dengan menekankan pendekatan partisipatif 
dengan menguatkan pengguna dan penyedia layanan. Dari sisi pengguna layanan, 
konsultan USAID senantiasa memperkuat sisi pengguna layanan dengan 
meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan 
publik yang lebih baik. Masyarakat sebagai penerima layanan tidak hanya menjadi 
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pihak pasif penerima informasi layanan, akan tetapi juga terlibat dalam proses 
konsultatif dan lebih dari itu juga sebagai mitra penyedia layanan bahkan 
memiliki kendali terhadap tingkat standar layanan yang ditetapkan. Peran 
masyarakat dalam program KINERJA ini adalah memberikan masukan mengenai 
hal-hal yang menyebabkan kurang optimalnya pelayanan perizinan di kabupaten 
Barru, selain itu masyarakat juga terlibat dalam pembaharuan peraturan dan 
kebijakan, perencanaan, penganggaran, pemantauan, pengawasan dan umpan 
balik yang dibutuhkan agar berhasil dalam meningkatkan kualitas layanan publik. 
Sedangkan dari sisi penyedia layanan, Konsultan USAID melakukan 
pendampingan pada kelompok kerja yang dibentuk Pemda Barru untuk perbaikan 
PTSP dan memberikan capacity building berupa lokakarya, seminar, dan 
workshop. Pada pengimplementasiannya program KINERJA-USAID selalu 
melibatkan stakeholder terkait baik dari sisi penyedia dan pengguna layanan  
(masyarakat) dalam setiap tahapan kegiatan agar masyarakat dapat mengatur arah 
kebijakan pemerintahnya dalam meningkatkan pelayanan publik. 
Disini dapat dilihat bahwa implementasi program KINERJA-USAID di 
kabupaten Barru adalah dengan selalu melibatkan partisipasi masyarakat 
mengingat bahwa demokratisasi pelayanan publik merupakan inti dari negara 
demokrasi modern, oleh karena itu pelayanan yang diterima publik merupakan 
akibat keputusan yang dibuat secara bersama/ demokratis antara berbagai pihak 




Latar belakang implementasi program KINERJA-USAID adalah untuk 
memperbaiki kualitas kinerja pelayanan publik yang belum menujukkan 
perubahan yang lebih baik. Salah satu penyebab rendahnya kualitas pelayanan 
publik adalah rendahnya kontrol publik, birokrasi yang rumit, rendahnya 
kepedulian dan kesadaran terhadap kualitas pelayanan publik sebagai hak dasar, 
dan tidak adanya kejelasan complain dan penyelesainnya.56 Oleh karena itu 
program KINERJA ini ada untuk memberikan ruang kepada masayarakat melalui 
berbagai FGD dan dialog pemerintah swasta untuk menegluarkan hak suaranya 
agar dapat memberikan kontrol publik, menghidupkan kesadaran dan kepedulian 
masyarakat terhadap pelayanan publik dan program KINERJA ini juga akan 
membantu pemerintah daerah melalui inovasi-inovasinya untuk mengurangi 
kerumitan birokrasi.  
Adapun tipe bantuan yang diberikan USAID kepada kabupaten Barru 
dapat digolongkan dalam tipe bantuan teknis. USAID melalui Organisasi mitra 
Pelaksananya memberikan bantuan kepada pemerintah daerah melalui 
pendampingan teknis. Dimana USAID memberikan dana kepada Organisasi Mitra 
Pelaksananya (Yayasan Adil Sejahtera) untuk melakukan pendampingan teknis 
dalam perbaikan pelayanan perizinan di kabupaten Barru. Adapun mekanisme 
pemberian bantuan secara lebih rinci akan dijelaskan dibawah ini : 
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 Penyebab Rendahnya Kontrol Publik 
www.tribunnews.com/regional/2011/03/06/ada-10-penyebab-rendahnya-kontrol-publik diakses 
pada tanggal 14/08/2016 
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Sumber : Yayasan Adil Sejahtera Makassar, data diolah peneliti 
Berdasarkan pada tabel diatas Amerika dalam kemitraan komprehensif 
menyalurkan bantuannya ke Indonesia melalui USAID dengan memberikan dana 
hibah mendukung program-program yang menjadi prioritas kerjasama pemerintah 
Indonesia dan Amerika dalam kemitraan komprehensif.  Salah satu fokus strategi 
kerjasama USAID tahun 2009-2014 adalah perbaikan tata kelola pemerintahan 
yang diwujudkan melalui perbaikan layanan publik. Salah satu usaha USAID 
untuk memperbaiki pelayanan publik di Indonesia adalah dengan  membentuk 
suatu program KINERJA. Program ini merupakan program yang bertujuan untuk 
meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam penyediaan layanan publik di 
Indonesia. 
Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa USAID 
merupakan salah satu lembaga internasional penyalur ODA Amerika. USAID 
menyalurkan ODA Amerika kenegara-negara berkembang diseluruh dunia 
berdasarkan hubungan bilateral yang terjalin. Seperti dalam kemitraan 
USAID 
RTI 
TAF SOCIAL IMPACT UGM SMERU KEMITRAAN 
IKLIM USAHA/PTSP PENDIDIKAN & KESEHATAN 
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komprehensif, Amerika menyalurkan bantuannya melalui lembaga USAID. Hal 
ini juga sesuai dengan pernyataan Teuku May Rudy dalam bukunya Administrasi 
dan Organisasi Internasional : 
Organisasi Internasional sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas 
negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta 
diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan 
fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan 
tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik 
antara pemerintah dengan pemerintah antara sesama kelompok non 
pemerintah pada dasar negara yang berbeda.57   
 
Sehubungan dengan definisi diatas, USAID dapat digolongkan sebagai organisasi 
internasional yang pola kerjasamanya melintasi batas-batas negara yang 
mempunyai misi untuk dijalankan disuatu negara. Seperti dalam kerjasama 
kemitraan komprehensif ini misi USAID adalah menyalurkan bantuan ODA 
Amerika kepada negara mitra kerjasama untuk mendukung program yang menjadi 
prioritas kerjasama kedua negara. Ciri lain yang menggambarkan USAID sebagai 
organisasi Internasional adalah USAID memiliki struktur lembaga yang jelas yaitu 
USAID dikepalai oleh seorang Administator dan Deputi Administator, keduanya 
diangkat oleh presiden dan selanjutnya dikonfirmasi dan disahkan oleh Senat. 
Selain itu USAID juga memiliki biro geografis (yang bertanggung jawab terhadap 
semua aktifitas di negara tempat program tersebut dijalankan) dan biro fungsional 
(yang bertugas menjalankan program USAID yang ada diseluruh dunia ataupun 
yang melintasi batas geografis). Sedangkan Markas besar USAID disebut biro 
atau kantor yang berada di Washington D.C dan juga memiliki kantor perwkilan 
                                                        
57 Teuku May Rudy. 2002. Hukum Internasional 2. Bandung: Refika Aditama, Hal 50 
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di tiap-tiap negara yang memang melakukan kerjasama dengan USAID.58 Dengan 
pola kerjasamanya melintasi batas-batas negara, sampai saat ini USAID sudah ada 
di lebih 100 negara berkembang didunia untuk memajukan pertumbuhan 
ekonomi, demokrasi, dan kemajuan manusia salah satunya negara berkembang 
seperti Indonesia. 
Dalam melaksanakan programnya USAID bekerjasama dengan sebuah 
konsorsium dibawah koordinasi RTI International. Sebagaimana yang telah di 
ungkapkan oleh Ismu Iskandar selaku pemimpin lembaga YAS OMP program 
KINERJA di Sulawesi Selatan menyatakan bahwa : 
Dalam upaya perbaikan layanan publik di Indonesia, USAID bekerjasama 
dengan lembaga-lembaga untuk membuat proposal kegiatan, dari hasil 
kerjasama itu bergabunglah RTI International (nama dagang untuk 
Research Triangle Institute) dengan mengajak The Asia Foundation, 
Universitas Gadjah Mada – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 
Kemitraan, Social Impact dan Lembaga Penelitian SMERU dengan 
membuat suatu kemitraan. Lembaga-lembaga tersebut kemudian 
mengajukan proposal ke USAID setelah  di ACC atau disetujui oleh 
USAID kemudian lahirlah program yang dinamakan program KINERJA-
USAID  
Dari hasil wawancara diatas menerangkan bahwa bantuan luar negeri yang 
dikucurkan USAID diberikan kepada lembaga non-pemerintah secara kompetitif. 
Pemenang tender hibah tersebut kemudian akan mendapatkan dana hibah USAID  
untuk digunakan membiayai berbagai kegiatan program pendampingan di daerah-
daerah di Indonesia dalam memperbaiki pelayanan publik di Indonesia. Bantuan 
yang diberikan USAID kepada Indonesia dapat digolongkan sebagai bantuan luar 
negeri. Hal ini sesuai dengan pernyataan Holsti yang mendefinisikan bantuan 
asing sebagai pemindahan dana, barang, atau nasehat teknis dari satu negara donor 
                                                        
58 USAID Leadership 




kepada negara penerima yang merupakan suatu sarana kebijakan yang telah 
digunakan dalam hubungan luar negeri selama berabad-abad.59 
Program KINERJA-USAID terbagi menjadi tiga yaitu pendidikan, 
kesehatan dan peningkatan iklim usaha melalui perbaikan PTSP.  Untuk 
pendidikan dan kesehatan ditangani langsung oleh RTI yaitu UGM, kemitraan, 
social impact (Amerika) dan lembaga penelitian SMERU, sedangkan untuk 
peningkatan iklim usaha ditangani RTI bersama-sama dengan The Asia 
Foundation yang mempunyai pengalaman dalam perbaikan pelayanan perizinan. 
Kemudian dari TAF ini ikutlah semua konsorsium seperti UGM untuk melakukan 
penelitian, Kemitraan melakukan pengawasan, Social Impact dan Lembaga 
Penelitian SMERU untuk fokus kerangka pemantauan dan evaluasi.  
Dalam rangka meningkatkan iklim usaha melalui PTSP, USAID 
menggandeng The Asia Foundation (TAF) yang merupakan  lembaga yang sudah 
berpengalaman dalam perbaikan pelayanan terpadu satu pintu. Kemudian untuk 
pelaksanaan program KINERJA-USAID dibidang peningkatan iklim usaha di 
daerah-daerah, TAF menunjuk Organisasi Mitra Pelaksana (OMP) ditiap provinsi. 
Untuk di provinsi Sulawesi Selatan Organisasi Mitra Pelaksana program 
KINERJA-USAID di bidang peningkatan iklim usaha adalah lembaga YAS 
(Yayasan Adil Sejahtera), selanjutnya para organisasi mitra pelaksana membuat 
suatu proposal  yang berisi  output dan outcome tentang program. Inti skema besar 
dari proposal tersebut adalah perbaikan iklim investasi. Untuk tahun pertama 
(2011-2012) pelaksanaan program KINERJA untuk bidang  peningkatan iklim 
                                                        
59 K.J. Holsti, 1987, Politik Internasional: Kerangka Analisa, terj. Efin Sudrajat, dkk, Jakarta: 
Pedoman Ilmu Jaya, hal. 345-346.   
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investasi atau BEE dijalankan di Kota Makassar, Kab. Barru dan Kab. Luwu 
Utara.  Dengan Organisasi Mitra pelaksanannya YAS, yang  sejak tanggal 14 
November 2011, telah mulai melakukan serangkaian kegiatan sebagaimana 
tertuang dalam workplan, baik di Kabupaten Barru maupun di Level Provinsi 
Sulawesi Selatan 
Berdasarkan pemaparan diatas USAID memberikan bantuan teknis kepada 
pemerintah  kabupaten Barru  melalui Organisasi Mitra Pelaksananya di 
kabupaten Barru yaitu Yayasan Adil Sejahtera. YAS sebagai tenaga ahli yang 
memiliki pengalaman dan pengetahuan lebih mengenai perbaikan pelayanan 
perizinan memberikan pengetahuan kepada kelompok kerja perizinan di 
kabupaten Barru dalam berbagai kegiatan pendampingan dan capacity building. 
Meskipun tenaga ahli yang digunakan oleh USAID merupakan tenaga ahli lokal 
Indonesia akan tetapi mereka di biayai dan bekerja atas nama USAID.  
Proses pemberian hibah USAID diberikan secara kompetitif yang dimulai 
dari tahap permohonan sampai tahap evaluasi permohonan. Berdasarkan proses 
permohonan hibah tersebut pada akhirnya pemenang tender proyek untuk 
perbaikan pelayanan publik adalah  RTI (nama dagang untuk Research Triangle 
Institute) dengan konsep program KINERJA-nya yang beranggotakan TAF,  
UGM, kemitraan, social impact (Amerika) dan lembaga penelitian SMERU . 
Menurut Dirut YAS OMP KINERJA Sulawesi Selatan Ismu Iskandar menyatakan 
bahwa : 
Pemberian  dana hibah USAID diberikan  kepada RTI selaku pemenang 
tender untuk program KINERJA. Kemudian RTI membagi dana hibah 
tersebut kepada anggota pengelola program KINERJA yaitu TAF,  UGM, 
kemitraan, social impact (Amerika) dan lembaga penelitian SMERU. Tiga 
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fokus yang menjadi prioritas perbaikan pelayanan publik adalah 
pendidikan, kesehatan, dan peningkatan iklim usaha. Untuk peningkatan 
iklim usaha ditangani oleh TAF. Dalam pelaksanaan program KINERJA 
dibidang peningkatan iklim usaha TAF kemudian membagi kembali dana 
tersebut kepada OMP di tiap provinsi untuk melaksanakan programnya. 
Untuk tahun pertama YAS sebagai OMP menerima dana hibah dari TAF 
sekitar 81 Miliar, tahun kedua sekitar 61 Miliar dan yang ketiga sekitar 
850 juta. Dana tersebut habis digunakan untuk kegiatan pendampingan dan 
honorarium.60 
 
Dari hasil wawancara diatas, USAID hanya menyediakan dana, pelaksanaan 
program kemudian dilakukan oleh lembaga pemenang tender dan  para organisasi 
mitra pelaksana disetiap provinsi. Akan tetapi USAID tetap mempunyai peranan 
dalam pengawasan melalui evaluasi  dan laporan triwulan,laporan persemester 
sampai berakhirnya program. USAID juga melakukan kunjungan kepada daerah 
mitra dampingan. Dalam bidang perbaikan iklim usaha program KINERJA 
ditangani oleh TAF. Jadi dana hibah yang didapat RTI untuk melakukan 
perbaikan pelayanan publik khusus untuk peningkatan iklim usaha diberikan 
kepada TAF. Dari TAF dana hibah tersebut kemudian dibagi kembali kapada 
Organisasi Mitra Pelaksana program KINERJA-USAID di tiap provinsi. 
Organisasi Mitra Pelaksana di tiap provinsi kemudian menggunakan dana 
hibah untuk melakukan pendampingan berdasarkan proposal program yang telah 
diajukan. Kegiatan pendampingan tersebut berupa peningkatan kapasitas yang 
dilakukan melalui workshop, FGD, lokakarya, dan kegiatan-kegiatan lain seperti 
Survei Kepuasan masyarakat. Dalam kegiatan pendampingan tenaga ahli atau 
fasilitator, makan , minum,  dibiayai sepenuhnya oleh USAID melalui organisasi 
mitra pelaksana. Kecuali transport untuk pegawai negeri sipil dibiyai oleh APBD 
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 wawancara dengan Ismu Iskandar 
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daerah. Adapun rincian dana yang digunakan selama pendampingan di kabupaten 
Barru adalah YAS mendapatkan dukungan dari Program KINERJA-USAID yang  
mengalokasikan pendanaan sekitar Rp.393 juta dan Rp.283 juta masing-masing 
pada tahun 2012 dan 2013. Dana ini digunakan untuk membiayai 
pelatihan/lokakarya/rapat dan kegiatan-kegiatan lain serta transport personil 
Yayasan Adil Sejahtera selaku OMP. Sedangkan dana pendamping yang 
digunakan berasal dari APBD kabupaten Barru sebesar Rp.409 juta pada tahun 
2011, Rp.558 juta pada tahun 2012, dan Rp.998 juta pada tahun 2013 dana 
tersebut digunakan untuk mendesain dan melaksanakan inisiatif pendampingan 
dan untuk mengoperasikan PTSP di kabupaten Barru.  
Dari penjelasan diatas dapat dihubungkan dengan pernyataan Holsti bahwa 
bantuan asing atau bantuan luar negeri merupakan pemindahan dana, barang, atau 
nasehat teknis dari suatu negara donor kepada negara penerima yang merupakan 
suatu sarana kebijakan yang telah digunakan dalam hubungan luar negeri selama 
berabad-abad.61 Menurut KJ Holsti  program bantuan luar negeri di bagi ke dalam 
empat jenis, yaitu bantuan militer, bantuan teknik, hibah (Grant) dan pinjaman 
pembangunan.62 Dalam penelitian ini, penulis menggolongkan bantuan yang 
diberikan USAID kepada pemerintah Indonesia merupakan bantuan hibah. hibah 
tersebut kemudian digunakan untuk membiayai tenaga ahli yang berpengalaman 
dalam peningkatan iklim usaha. TAF yang memiliki pengalaman dalam 
peningkatan iklim usaha menggandeng Yayasan Adil Sejahtera yang telah lama 
bekerjasama dengan TAF dalam memperbaiki pelayanan perizinan. Berdasarkan 
pengalamannya YAS ditunjuk oleh TAF untuk menjadi OMP di kabupaten Barru. 
                                                        
61  K.J Holsti, terjemahan Elfin Sudrajat, dkk. Op.cit Hal 345-346. 
62
 Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochammad Yani. Log.cit Hal 83 
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YAS sebelum melakukan pendampingan mengusulkan program-program beserta 
rincian dana dan Outcome yang nantinya akan dihasilkan dalam pendampingan ini 
setelah disetujui barulah pada akhirnya YAS akan melakukan pendampingan 
kepada kabupaten Barru. 
Hibah USAID Menurut Skema Dan Bentuknya termasuk Hibah dalam  
rangka bantuan teknik (technical assistance) atau kerjasama teknik (technical 
cooperation). Meskipun hibah tersebut diberikan dalam bentuk dana akan tetapi, 
dana tersebut digunakan penyediaan tenaga ahli dan atau konsultan untuk 
melaksanakan suatu proyek atau kegiatan tertentu yaitu memperbaiki kualitas 
pelayanan perizinan di kabupaten Barru. YAS dalam hal ini sebagai sumber daya 
lokal atau tenaga ahli lokal yang didanai oleh USAID untuk memberikan 
pendampingan kepada kabupaten Barru berdasarkan pengalaman YAS dalam 
membantu memperbaiki PTSP di provinsi Sulawesi Selatan. 
Sedangkan hibah USAID menurut peruntukan dan penyalurannya 
termasuk hibah untuk non-pemerintah (government to private). Hibah USAID 
diberikan dan disalurkan langsung oleh lembaga donor kepada lembaga-lembaga 
non pemerintah. Dalam perbaikan pelayanan publik  USAID sebagai lembaga 
donor memberikan dana hibah kepada RTI yang beranggotakan TAF,  UGM, 
kemitraan, social impact (Amerika) dan lembaga penelitian SMERU. Khusus 
untuk peningkatan iklim usaha ditangani oleh TAF. Dana hibah USAID yang ada 
di TAF kemudian dibagikan kembali kepada OMP di tiap provinsi. 
USAID merupakan salah satu lembaga donor Amerika yang didirikan 
dengan tujuan untuk melaksanakan kebijakan luar negeri Amerika dengan 
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mempromosikan kemajuan manusia, masyarakat bebas, meciptakan pasar dan 
mitra dagang bagi Amerika. melalui program KINERJAnya ini USAID 
mempromosikan masyarakat bebas melalui pendekatan yang digunakan dalam 
program KINERJAnya ini yaitu partisipasi masyarakat. Dengan adanya 
pendekatan partisipasi masyarakat, masyarakat akan mengeluarkan pendapatnya, 
serta ide-idenya dalam rangka perbaikan pelayanan publik. Mengingat bahwa 
Indonesia merupakan negara demokrasi yang memberikan kebebasan pada 
masyarakatnya untuk mengeluarkan pendapatnya sehingga dalam program 
KINERJA ini USAID memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyalurkan 
ide-idenya dan mengeluarkan pendapatnya mengenai apa sebenarnya yang 
menjadi penyebab kurangnya kualitas pelayanan publik oleh karena itu pelayanan 
yang diterima masyarakat nantinya merupakan keputusan bersama antara berbagai 
pihak yang melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan , penyelenggaraan, 
hingga evaluasi.  
Selain mempromosikan masyarakat bebas USAID juga bertujuan untuk 
menciptakan pasar dan mitra dagang bagi Amerika. Melalui program KINERJA 
khususnya dalam bidang peningkatan iklim usaha USAID memberikan bantuan 
dalam rangka untuk memperbaiki pelayanan terpadu satu pintu melalui perbaikan 
perizinan. Dengan adanya perbaikan perizinan, para investor-investor didalam 
negeri maupun diluar negeri akan merasakan kemudahan dalam memulai usaha di 
Indonesia. Dan juga memudahkan para investor-investor dari luar untuk 
berinvestasi di Indonesia dengan adanya kemudahan perizinan. Sehingga hal ini 
juga akan menguntungkan bagi Amerika karena dengan adanya kemudahan 
perizinan di Indonesia para investor-investornya  akan dengan mudah memulai 
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usaha di Indonesia sehingga hal ini akan menciptakan perusahaan-perusahaan 
baru dan menciptakan pasar karena perusahaan Amerika yang berinvestasi di 
Indonesia akan memanfaatkan pasar domestik untuk memasarkan produk 
perusahaannya kapada masyarakat Indonesia. 
Berdasarkan tujuan pemberian bantuan USAID diatas dapat disimpulkan 
bahwa peran USAID sebagai suatu organisasi internasional yang didirikan oleh 
pemerintah Amerika adalah sebagai intrumen dari kebijakan pemerintah Amerika. 
Dimana dalam hal ini USAID dijadikan sebagai alat perantara oleh Amerika untuk 
berinteraksi dengan negara Indonesia dan setiap tindakan USAID mendapatkan 
pengaruh dari kebijakan luar negeri Amerika, sehingga setiap tindakan yang 
USAID lakukan khususnya dalam pemberian bantuan akan memberikan dampak 
baik bagi kepentingan Amerika.   
 
B. Dampak Pelaksanaan Program KINERJA-USAID terhadap Peningkatan 
Kualitas Pelayanan Perizinan di Kabupaten Barru 
 
1. Peningkatan jumlah kewenangan perizinan dan non perizinan yang 
dikelola oleh KP3M Barru. 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh pihak KP3M 
kabupaten Barru Faisal Hasman selaku kepala bagian perencanaan dan 
program, menyatakan bahwa : 
Berdasarkan pemetaan, ada 129 jenis izin yang menjadi kewenangan 
pemerintah Barru berdasarkan UU NO 32 tentang perizinan, akan tetapi 
setelah pendampingan melalui penyederhanaan jumlah izin yang menjadi 
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kewenangan yaitu sebanyak 22 jenis izin yang semuanya tersebut berada 
dibawah kewenagan PTSP Barru63 
 
Penyederhanaan izin melalui program BEE  atau Peningkatan 
Iklim Usaha program  KINERJA di kabupaten Barru, dilakukan karena 
adanya pemeritah Barru untuk menambah penyelenggaraan perizinan dan 
non perizinan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah. 
Meskipun saat itu baru 7 (tujuh jenis) perizinan yang dilimpahkan keapada 
PTSP Barru (IMB, HO, SITU, SIUP, TDP,SIUJK dan Izin Reklame), 
namun dari hasil identifikasi, diperoleh daftar sebanyak 129 jenis izin dari 
berbagai sektor. Sementara di satu sisi regulasi atau peraturan daerah yang 
mengatur secara khusus mengenai jumlah dan jenis perizinan tersebut 
belum ada, kecuali untuk perizinan tertentu, yaitu Izin mendirikan 
bangunan (IMB), Izin Gangguan (HO), Izin Trayek dan Izin usaha 
perikanan.  
Untuk itu dari berbagai diskusi dan analisis yang dilakukan dengan 
berbagai pihak terkait termasuk unsur pelaku usaha, dari 129 jenis izin 
tersebut kemudian disederhanakan menjadi 22 jenis izin yang kemudian di 
limpahkan kepada Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal 
kabupaten Barru yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah 
Pemerintah Barru Nomor 262/KP3M/VI/2013 Tentang  Pelimpahan 
kewenangan Penandatanganan perizinan kepada kepala kantor pelayanan 
perizinan dan penanaman modal di kabupaten Barru. 
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 Wawancara Faisal Hasman 
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Jika dilihat dampak pemberian bantuan luar negeri USAID 
terhadap perbaikan PTSP di kabupaten Barru memberikan dampak yang 
cukup baik bagi para investor-investor di daeraha-daerah tersebut ini dapat 
dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap KP3M kabupaten Barru 
terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun64 
- Tahun 2010 – Belum Dilakukan Pendampingan 
- Tahun 2011-2012 : 77.34 % 
- Tahun 2012- 2013 : 82.02 % 
- Tahun 2013-2014 : 83.11 % 
- Tahun 2014-2015 : 84.66 % 
Inovasi pendampingan pelimpahan kewenangan dan 
penyerderhanaan izin ini juga diadopsi oleh beberapa kementrian salah 
satunya Kementrian ESDM yang mendelegasikan wewenang penerbitan 
perizinan di bidang migas, minerba dan kelistrikan pada Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu di bawah  BKPM (Badan Koordinasi Penanaman 
Modal). Kementrian ESDM pada tahun 2015 telah memangkas lebih dari 
60 % jumlah perizinan. Dimana total perizinan yang awalnya 222 menjadi 
93 perizinan. Sekitar 129 jenis izin telah dipangkas dengan cara 
digabungkan dan atau dihilangkan. Seperti perizinan di bidang migas telah 
dipangkas dari sebelumnya berjumlah 104 jenis, menjadi 42 jenis izin. 
Sementara di bidang minerba izin yang awalnya berjumlah 62 jenis izin 
menjadi 18 jenis izin. Pendelegasian wewenang PTSP ini merupakan 
tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2015, tentang 
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 Data dari KP3M Kabupaten Barru 
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penyelenggraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (BKPM). Kemudian dituangkan dalam beberapa 
Peraturan Menteri (Permen) sebagai berikut : 
1. Permen Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang 
Pemberian Perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam Rangka 
Pelaksanaan PTSP Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman 
Modal (BKPM). 
2. Permen Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang 
Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara 
dalam Rangka Pelaksanaan PTSP Kepada Kepala Badan 
Koordinasi Penanaman Modal.  
. 
2. Meningkatnya jumlah izin yang dikeluarkan oleh Pemda Barru dan nilai 
investasi yang terus meningkat dari tahun ketahun. 
Menurut data dari pemerintah kabupaten Barru. Sebelum 
pendampingan, Pemerintah Daerah Barru hanya menerbitkan 590 izin 
(2010) dan 997 izin (2011).  Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan 
dan tata kelola PTSP serta adanya upaya-upaya spesifik untuk menjangkau 
masyarakat miskin, usaha mikro dan milik perempuan (misalnya melalui 
acara “perizinan massal”) telah meningkatkan jumlah izin sebanyak 391% 
pada tahun 2012 menjadi 4.900 izin pada tahun 2013, karena tidak ada 
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upaya spesifik untuk menjangkau usaha-usaha tersebut, jumlah izin yang 
dikeluarkan diperkirakan sekitar 3.100 izin. 65  
Dengan meningkatnya jumlah izin yang dikeluarkan oleh 
pemerintah Barru secara tidak langsung juga akan meningkatkan jumlah 
investasi di daerah tersebut. Peningkatan jumlah investasi Pemda Barru 
dari tahun ke tahun dapat dilihat pada diagram dibawah ini: 66 
Diagram 1Investasi Kabupaten Barru 2010-2014 
 
 
Sumber : Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten 
Barru 
- Tahun 2010 (Rp. 42.823.670.000,- )  
- Tahun 2011 (Rp. 92.766.211.775,- )  
- Tahun 2012 (Rp. 147.039.616.100,- )  
- Tahun 2013 (Rp. 1.439.082.141.115,-)  
- Tahun 2014 (Rp. 1.501.698.416.254,-) 
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Keberhasilan pendampingan program KINERJA-USAID membawa dampak yang 
cukup baik bagi perkembangan jumlah investasi kabupaten barru dari tahun ke 
tahun yang terus mengalami peningkatan. Meskipun program ini telah berakhir 
dari tahun 2013 namun keberhasilan dari pendampingan masih tetap 
dipertahankan oleh KP3M kabupaten Barru, hal ini dapat dilihat dari jumlah izin 
yang dikeluarkan kantor ini meningkat dari tahun ketahun dan juga jumlah 
investasi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga temuan ini 
mematahkan hipotesis bahwa pemberian bantuan ini akan menyebabkan 
ketergantungan pada KP3M kabupaten Barru, namun pada kenyataannya 
pemberian bantuan ini membawa kepentingan Amerika yaitu untuk menyebarkan 
ideologi liberalnya melalui prinsip-prinsip demokrasinya. Hal ini dapat dilihat dari 
pendekatan yang digunakan dalam program KINERJA, melalui lembaga donornya 
Amerika berusaha menyebarkan paham politik liberalnya dengan memperkuat 
demokrasi di Indonesia seperti dalam program KINERJA-USAID, program ini 
menekankan pendekatan partisipasi masyarakat karena pelayanan publik 
merupakan hak dasar masayarakat dan untuk masyarakat oleh karena itu penerima 
bantuan harus menghormati demokrasi dengan selalu melibatkan warga negaranya 
dalam berbagai pengambilan keputusan maupun berbagai kegiatan. Sehingga 
setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah akan selalu berorientasi pada 
kesejahtraan masyarakat. 
Pemberian bantuan USAID dalam program KINERJA ini tidak hanya dilihat 
dari sisi kabupaten Barru saja akan tetapi juga dalam skala yang lebih luas 
mengingat cara kerja program ini menggunakan daerah model dan keberhasilan 
daerah model akan disebarkan pada skala yang lebih besar, jadi dampak 
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pemberian bantuan ini juga dapat dilihat dalam skala yang lebih luas. Untuk skala 
yang lebih luas bantuan luar negeri USAID pada intinya memang ditujukan untuk 
memperbaiki pelayanan perizinan di berbagai daerah di Indonesia untuk 
memudahkan para investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia.  
Sebagaimana data yang dikutip dari BKPM ada lima sektor terbesar 
investasi Amerika dari tahun 2010-2015 yaitu pertambangan senilai 7,2 miliar 
dolar AS, perdagangan/reparasi 258 juta dolar AS, industri makanan 167 juta 
dolar AS, industri alat angkut 142 juta dolar AS, dan industri kimia/farmasi 56 
juta dolar AS. 67 Dari data tersebut sektor terbesar investasi Amerika ada di 
bidang pertambangan senilai senilai 7,2 miliar dolar AS atau sekitar 90 % di 
bidang pertambangan.68 Oleh karena itu Amerika harus tetap memberikan 
dukungan kepada pemerintah Indonesia untuk memperbaiki iklim usahanya agar 
memudahkan para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Apalagi pemerintah 
pernah  melakukan revisi pada peraturan pertambangan diIndonesia pada tahun 
2010. Melalui peraturan No. 23/2010 terdapat beberapa poin yang diperhatikan. 
Salah satuya kontrak kerjasama RI-AS yang selama ini berupa Kontrak Kerja 
(KK) diubah menjadi Izin Usaha Pertambangan IUP, dimana pemegang IUP ini 
akan diberikan kepastian melalui proses tender yang kompetitif. Selain itu, dengan 
berlakunya peraturan ini, investor asing diizinkan untuk memegang 100% IUP 
concession.  
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 Rombongan Investor AS Puji Perbaikan Iklim Usaha RI 
http://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita-kegiatan/rombongan-investor-as-puji-
perbaikan-iklim-usaha-ri  diakses pada tanggal 06/09/2016 
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 Perusahaan Amerika Jadi Penarik Investasi ke indonesia 
http://www.kemenperin.go.id/artikel/13606/Perusahaan-Amerika-Jadi-Penarik-Investasi-ke-
Indonesia diakses pada tanggal 06/09/2016 
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Sebelum adanya reformasi perizinan, pengurusan IUP sangatlah rumit dan  
susah bahkan ada banyak perusahaan yang sampai bertahun-tahun IUP-nya belum 
keluar, Oleh karena itu Amerika untuk memudahkan para investornya di 
Indonesia pemerintah Amerika melalui USAID memberikan dukungan untuk 
memperbaiki pelayanan perizinan di Indonesia dengan melakukan 
penyederhanaan izin dan pelimpahan kewenangan agar memudahkan para 
investor untuk melakukan pengurusan izin sehingga mengurangi kerumitan 
melakukan usaha di Indonesia. Terbukti dengan adanya penyederhanaan izin dan 
pelimpahan kewenangan seperti di bidang migas telah dipangkas dari sebelumnya 
berjumlah 104 jenis, menjadi 42 jenis izin. sementara di bidang minerba izin yang 
awalnya berjumlah 62 jenis izin menjadi 18 jenis izin pada tahun akhir tahun 
2014. Jumlah investasi Amerika di Indonesia di sektor pertambangan juga 
meningkat semenjak telah dilakukannya pelimpahan kewenangan dan 
penyederhanaan izin.  Dari data yang dimiliki BKPM pada 2015, nilai realisasi 
investasi Amerika mencapai US$ 893 juta, terdiri atas 261 proyek yang 
didominasi sektor-sektor pertambangan. mengalami peningkatan yang tajam dari 
tahun sebelumnya yang hanya 179 proyek. 69 
Berdasarkan penjelasan diatas kepentingan USAID di Indonesia merupakan 
perpanjangan tangan dari kepentingan Amerika. Hal ini dapat dilihat bahwa 
pemberian bantuan Amerika melalui USAID dalam memperbaiki pelayanan 
publik adalah untuk mempermudah para investor untuk berinvestasi di Indonesia 
dengan dilakukannya berbagai perbaikan dibidang pelayanan publik dalam hal 
                                                        
69
Badan Koordinasi Penanaman Modal “Perkembangan Realisasi Investasi PMA berdasarkan 
laporan Kegiatan Penanaman Modal menurut Negara” 
www.bkpm.go.id/id/investasi-di-indonesia/statistik diakses pada tanggal 30/05/ 2016 
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perbaikan investasi sehingga para investor Amerika tidak lagi mengalami 
kerumitan dalam melakukan usaha di Indonesia. Sehingga juga memberikan 
keuntungan ekonomi bagi negara Amerika melihat pada fakta bahwa banyaknya 
perusahaan Amerika di Indonesia yang 90 % bergerak dibidang pertambangan.  
Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa dalam pemberian bantuan 
ini pendekatan yang paling ditekankan adalah partisipasi masyarakat. Dengan 
adanya partisipasi masyarakat diharapkan pemerintah menjalankan kebijakan 
yang tepat untuk mensejahtrakan rakyatnya dengan mengurangi angka 
kemiskinan. Salah satu cara untuk mensejahtrakan rakyat adalah dengan 
menciptakan lapangan pekerjaan. Salah satunya dengan memperbaiki iklim 
investasi yang akan membuka banyak peluang kerja bagi penduduk Indonesia 
karena dapat mengurangi angka pengangguran. Sehingga negara Indonesia 
berusaha membentuk dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang dapat 
memelihara stabilitas politik perekonomian internasional dimana keadaan ini akan 
membuat kita bergantung. Hal ini biasanya menimbulkan sejumlah kebijakan 
ekonomi yang secara tepat dapat menghadapi pasar internasional, dengan 
kebijakan ekonomi negara lain, dengan penanaman modal asing dan dengan 
hubungan ekonomi internasional lainnya yang mempengaruhi kekayaan dan 
kesejahtraan nasional.  
Saling ketergantungan ekonomi, yang berarti tingkatan tertinggi saling 
ketergantungan ekonomi diantara negara-negara, merupakan bentuk nyata sistem 
negara kontemporer. Sebagian orang menganggapnya sebagai sesuatu hal yang 
baik sebab hal itu mungkin akan meningkatkan kebebasan dan kekayaan secara 
keseluruhan dengan memperluas pasar global dan akan meningkatkan pendapatan 
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partisipasi dan produktifitas. Sebagian yang lain menganggapnya sebagai sesuatu 
yang buruk sebab hal itu mungkin akan meningkatkan perbedaan menyeluruh 
dengan membiarkan negara-negara yang kuat atau negara dengan keunggulan 
teknologi dan keuangan mendominasi negara-negara lemah yang tidak memiliki 
keunggulan tersebut.70 
Dalam penelitian ini USAID berusaha mempengaruhi kebijakan nasional 
Indonesia melalui partisipasi masyarakat agar kebijakan pemerintah berorientasi 
pada kesejahtraan masyarakat melalui pembukaan investasi yang dapat membuka 
peluang kerja bagi masyarakat Indonesia. Namun selain itu dampak yang akan 
ditimbulkan dalam hal ini akan memberikan kesempatan pada negara-negara kuat 
seperti Amerika untuk melakukan investasi di Indonesia sebesar-besarnya dengan 
iming-iming akan mensejahtrakan masyarakat Indonesia dengan  membuka 
lapangan pekerjaan akan tetapi dengan banyaknya investasi amerika di Indonesia 
khususnya dalam bidang pertambangan akan mengeksploitasi sumber daya alam 
Indonesia sehingga yang mendapat keuntungan lebih besar adalah Amerika. Jika 
hal ini dihilangkan akan berdampak buruk kepada masyarakat Indonesia karena 
hilangnya lapangan pekerjaan masyarakat Indonesia yang akan menimbulkan 
pengangguran yang pada akhirnya akan menambah angka kemiskinan di 
Indonesia. Sehingga penjelasan ini sesuai dengan pernyataan pearson dan 
paysilian bahwa bantuan luar negeri digunakan untuk oleh negara kaya untuk 
mempengaruhi hubungan domestik dan luar negeri negara penerima bantuan, 
merangkul elit politik lokal dinegara penerima bantuan untuk tujuan komersil dan 
kemanan nasional. Sehingga para penganut teori dependensia menganggap bahwa 
                                                        
70
 Robert Jackson & Georg Serensen. Opcit Hal 10 
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bantuan luar negeri dapat digunakan sebagai sebuah instrument untuk 







                                                        
71 Anak Agung banyu Perwita & Yanyan Mochammad Yani. Opcit Hal 81 
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BAB V   




1. Implementasi Program KINERJA-USAID adalah lebih menekankan pada 
pendekatan partisipatif melalui penguatan pengguna dan penyedia layanan.  
Hal yang menjadi penekanan implementasi program KINERJA USAID adalah 
partisipasi masyarakat. Dalam pendampingannya USAID senantiasa 
melibatkan stakeholder terkait baik dari sisi penyedia layanan maupun dari 
pengguna layanan. Dari sisi pengguna layanan, konsultan USAID senantiasa 
memfasilitasi melalui berbagai FGD dan dialog pemerintah swasta untuk 
mengetahui hal-hal apa saja yang mengurangi kualitas pelayanan publik di 
KP3M kabupaten Barru. Sedangkan dari sisi penyedia layanan, konsultan 
USAID melakukan pendampingan pada kelompok kerja yang dibentuk Pemda 
Barru untuk perbaikan PTSP dan memberikan capacity building berupa 
lokakarya, seminar, dan workshop. Program KINERJA-USAID selalu 
menggunakan pedekatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan 
agar masyarakat dapat mengatur arah kebijakan pemerintahnya dalam 
meningkatkan pelayanan publik. 
2. Pelaksanaan  program KINERJA-USAID dalam peningkatkan kualitas 
pelayanan perizinanan  memberikan beberapa dampak. 
Pertama,  meningkatnya jumlah izin yang menjadi kewenangan KP3M Barru 
Pendampingan program KINERJA-USAID di kabupaten Barru telah 
membantu KP3M kabupaten Barru untuk menerbitkan izin yang jauh lebih 
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banyak dari sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya pelimpahan kewenangan 
dari 14 instansi teknis ke KP3M kabupaten Barru sehingga semua jenis izin 
berada dibawah kewenangan KP3M kabupaten Barru. Kedua, meningkatkan 
jumlah izin yang dikeluarkan dan nilai investasi yang terus meningkat. Hal ini 
disebabkan karena adanya peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan tata 
kelola perizinanan sehingga hal ini juga berdampak pada peningkatan jumlah 
investasi yang terus meningkat di kabupaten Barru.  Ketiga, dampak 
pemberian bantuan USAID ini khusunya tidak memberikan efek 
ketergantungan pada KP3M kabupaten Barru namun pada umumnya 
pemberian bantuan ini sebenarnya membawa kepentingan negara pemberi 
donornya yaitu Amerika. Dengan adanya perbaikan PTSP  akan memudahkan 
para investornya dalam melakukan investasi di Indonesia mengingat sebelum 
adanya pendampingan dari program KINERJA ini memulai usaha di Indonesia 
itu sangat rumit dan susah karena adanya katidak jelasan waktu dan  jumlah 
izin yang cukup banyak. Sehingga dengan adanya perbaikan PTSP, berbagai 
kesulitan yang dialami investor dapat teratasi dan berbagai proyek dapat 
selesai tepat waktu atau bahkan lebih cepat, dan juga dengan adanya perbaikan 
PTSP  ini akan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh 





B. Saran  
 
1. Keberhasilan dari pendampingan program KINERJA-USAID harus tetap di 
pertahankan  meskipun kerjasama tersebut telah berakhir dan program 
KINERJA-USAID sudah tidak ada lagi dikabupaten Barru akan tetapi semua 
keberhasilan dari pendampingan program KINERJA dan pelajaran-pelajaran 
dari konsultan program KINERJA-USAID tetap dijaga dan dijalankan. Dan 
pemerintah kabupaten Barru harus tetap menjaga kualitas pelayanan 
perizinanannya di KP3M kabupaten Barru dengan tetap menerima masukan 
masyarakat akan kekurangan dari pelayanan dan tetap menjalankan IKM 
untuk mengukur kepuasan masyarakat dalam pelayanannya. 
2. Pendampingan program KINERJA-USAID terhadap daerah mitranya memang 
sangat memberikan dampak yang cukup baik bagi peningkatan kualitas 
pelayanan perizinan akan tetapi pemerintah juga harus selalu berhati-hati 
dalam mengeluarkan kebijakan apakah kebijakan tersebut memberikan 
keuntungan kepada rakyat atau malah sebaliknya. Selain itu pemerintah juga 
harus jeli dalam melihat pemberian bantuan seperti ini dengan melihat terlebih 
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DAFTAR NAMA-NAMA IZIN DAN REKOMENDASI BERDASARKAN PERDA KAB. BARRU NO. 3 TAHUN 2008  







NAMA IZIN / REKOMENDASI 
  
SETELAH PENYEDERHANAAN 
       
 TEKNIS                 
           
 perikanan  1   izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT   
   2   IUP di bidang pembudidayaan ikan  IZIN USAHA PERIKANAN 
         
   3   Izin usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di kabupaten.   
           
 Pekerjaan  
4 
  
Izin Pemanfaatan Ruang 
 
IPPT  
Umum               
   5   izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayahnya.  hapus 
   
6 
  izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam  
hapus      satu kabupaten/kota.           
         
   7   izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah.  Izin pengelolaan air tanah 
          
   
8 
  izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi  
IMB      pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten           
         
   9   izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah kabupaten  HO / IzinLingkungan 
         
   10   izin pengelolaan persampahan skala kabupaten  HO / IzinLingkungan 
         
   11   izin lokasi Kasiba/Lisiba di kabupaten  Izin Lokasi / PM 
         
   12   izin usaha jasa konstruksi.  IUJK 
         
 kesehatan  13   izin sarana kesehatan tertentu  SITU/SIUP 
   
14 
  izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik  
SITU/SIUP      
berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin 
 
         




16 izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) 
 
SITU/SIUP   
 17 izin apotik, toko obat  SITU/SIUP 
esdm 18 izin pengeboran,   
 19 izin penggalian   
     
 20 izin penurapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah kabupaten   
     
 21 izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah kabupaten   
     
 
22 
izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung   
 pada wilayah kabupaten      
izin pertambangan     
 
23 
izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN di 
 
   
 wilayah kabupaten       
     
 
24 
izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak   
 lingkungan langsung dalam wilayah kabupaten       
     
 
25 
izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh   
 penanam modal dalam negeri.       
     
 26 izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas.  SITU/SIUP 
 27 izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).  SITU/SIUP 
budaya & 
28 izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala kabupaten. 
 
SITU/SIUP  
Pariwisata      
  
izin usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), 
  
    
 29 pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat  SITU/SIUP 
  hiburan.   
 30 izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di kabupaten.  SITU/SIUP 
 31 Izin membawa BCB ke luar kabupaten dalam satu provinsi.  hapus 
 
32 
Izin survei dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas  
Izin Penelitian  
rekomendasi pemerintah. 
 
    
 33 izin usaha pariwisata skala kabupaten.  SITU/SIUP 
     
Perdagangan 34 izin usaha perdagangan di wilayah kabupaten.  SIUP 
 35 tanda daftar Perusahaan  TDP 
     
 36 izin dan rekomendasi skala tertentu,  hapus 
 37 Surat izin Tempat Usaha  SITU/SIUP 
Tata Ruang 38 izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK.  IMB 
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Perindustrian 39 Tanda daftar indudtri  TDI 
 
 40 izin Usaha industri  IUI 
 
      
 41 izin usaha kawasan industri yang lokasinya di kabupaten.  Izin Lokasi / PM 
 
      
Perhubungan 42 izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota.  TRAYEK 
 
 43 izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten.  SITU/SIUP 
 
 44 rekomendasi operasi angkutan sewa.  SITU/SIUP 
 
 45 izin usaha angkutan pariwisata.  SITU/SIUP 
 
 46 izin usaha angkutan barang.  SITU/SIUP 
 
 47 izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten.  hapus 
 
      
 48 izin usaha bengkel umum kendaraan bemotor.  SITU/SIUP 
 
 49 izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten.  TRAYEK 
 
      
 
50 izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi. 
 izin Pendirian 
 
  lembaga Pendidikan dan pelatihan swasta      
 
 51 Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau.  SITU/SIUP 
 











antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kabupaten 
 
 
    
 
 
54 surat izin berlayar. 
 syarat IUP (menjadi 
 
  surat keterangan)      
 
      
 55 izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal.  Izin Lokasi / PM 
 
      
 56 Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional.  Rekomendasi ke Pusat 
 
      
 57 Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional.  Rekomendasi ke Pusat 
 
      
 58 Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional.  Rekomendasi ke Pusat 
 
      
 59 Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional.  Rekomendasi ke Pusat 
 
      
 60 Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal.  Persyaratan Izin Lokasi 
 
      
 61 Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal.  Persyaratan Izin Lokasi 
 
      
 62 Izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.  Persyaratan Izin Lokasi 
 
      
 63 Izin kegiatan reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.  Persyaratan Izin Lokasi 
 
      
 
64 
Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan  
SITU/SIUP   dalam kabupaten setempat.       
 
      
 
65 
Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam  
SITU/SIUP   wilayah kabupaten       
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 66 Izin usaha tally di pelabuhan. SITU/SIUP 
    
 67 Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal. SITU/SIUP 
    
 68 Izin usaha ekspedisi/Freight Forwarder. SITU/SIUP 
    
 
69 
rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) 
SITU/SIUP  dan pengawasan kegiatannya dalam kabupaten.    
    
 70 izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum. SITU/SIUP 
    
Lingkungan 
71 Izin pengumpulan limbah B3 pada skala kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas. HO 
hidup    
 72 Izin lokasi pengolahan limbah B3. HO 
    
 73 Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan. HO 
    
 74 rekomendasi UKL dan UPL. MASUK SYARAT IZIN LINGKUNGAN 
    
 75 izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air. Izin Lingkungan 
    
 76 izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah. Izin Lingkungan 
    
Pertanahan 77 Izin Lokasi LOKASI / izin PM 
 78 izin membuka tanah Izin Lokasi / PM 
    
Sosial 79 izin pengumpulan uang atau barang skala kabupaten. SITU/SIUP 
 80 rekomendasi izin undian skala kabupaten bila diperlukan. persyaratan kegiatan 
    
Transmigrasi 81 perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri. izin Pendirian lembaga Pendidikan dan pelatihan swasta 
 82 izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala kabupaten. izin Pendirian lembaga Pendidikan dan pelatihan swasta 
    
 
83 
perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan 
izin Pendirian lembaga Pendidikan dan pelatihan swasta  skala kabupaten.    
    
 
84 
izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) 
SITU/SIUP  kabupaten.    
    
 85 izin pendirian kantor cabang PPTKIS di wilayah kabupaten. SITU/SIUP 
    
 86 rekomendasi paspor TKI di wilayah kabupaten berdasarkan asal/alamat calon TKI. persyaratan paspor / bukan izin 
    
 87 rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah kabupaten. SITU/SIUP 
    
  izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten dan pendaftaran  
 88 perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang izin Pendirian lembaga Pendidikan dan pelatihan swasta 
  skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.  
    
 89 rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten. izin Pendirian lembaga Pendidikan dan pelatihan swasta 
    
 90 rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair skala kabupaten. rekomendasi kegiatan 
    
Penanaman 91 izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten. IZIN PM 
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modal    
    
Kominfo 92 rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan. SITU/SIUP 
 93 izin jasa titipan untuk kantor agen. SITU/SIUP 
    
 
94 
izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan 
SITU/SIUP  areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio.    
    
 
95 
rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end) 
SITU/SIUP  cakupan kabupaten.    
    
 96 rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi. SITU/SIUP 
    
 97 izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G). SITU/SIUP 
    
 98 izin kantor cabang dan loket pelayanan operator. SITU/SIUP 
    
 99 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi. IMB 
    
 100 izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten. rekomendasi 
    
 101 izin Hinder Ordonantie (Ordonansi Gangguan). HO 
    
 102 izin instalansi penangkal petir. HO 
    
 103 izin instalansi genset. HO 
    
 104 izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi. HO 
    
 
105 rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan rekomendasi  radio    
 106 izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi. Izin Lokasi / PM 
    
Pertanian 107 izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian. SITU/SIUP 
 108 izin produksi benih. SITU/SIUP 
    
 109 izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten. SITU/SIUP 
    
 110 izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan. SITU/SIUP 
    
 111 izin produksi benih perkebunan. SITU/SIUP 
    
 112 izin usaha perkebunan wilayah kabupaten/kota. SITU/SIUP 
    
 113 perizinan bidang obat hewan wilayah kabupaten. SITU/SIUP 
    
 114 izin usaha budidaya peternakan wilayah kabupaten. SITU/SIUP 
    
 115 izin rumah sakit hewan/pasar hewan. SITU/SIUP 
    
 116 izin praktek dokter hewan. SITU/SIUP 
    
 117 izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet. SITU/SIUP 
    
 118 Pendaftaran usaha peternakan. TDP 
    
 119 izin usaha RPH/RPU. SITU/SIUP 
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 120 izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah kabupaten. SITU/SIUP 
    
 
121 
izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, poultry shop dan pet shop wilayah 
SITU/SIUP  
kabupaten.    
    
 122 izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan. SITU/SIUP 
    
 123 Izin Penyelenggaraan reklame REKLAME 
    
 124 Tanda Daftar gudang TDG 
    
 125 izin Pendirian lembaga Pendidikan dan pelatihan swasta izin Pendirian lembaga Pendidikan dan pelatihan swasta 
    
 126 Izin Pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi Izin Pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan pr 
    
 127 Izin penelitian PENELITIAN 
    
 128 izin pemakaian kios, lods dan pelataran KIOS, LODS 
    
 129 Izin Pertambangan rakyat IPR 
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IMPLEMENTATION PLAN  
2011-2012  
Supporting a business-enabling environment through integrated one-stop shop licensing services in Barru, South Sulawesi  
                          MONTH                          
NU                                                     
M. DESCRIPTION XII    I    II    III    IV    V    VI   VII   VIII    IX    X    XI   XII  
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
                                         
                                        
 
                                         





more conducive OSS 
                                   
 
                                      
 
                                          
1 FGD Mapping and Regulation Review  
2 FGD Formulation/Revision of Regulation I  
3 FGD Formulation/Revision of Regulation II  
4 Final Workshop of Draft Regulation 
 
Reinforcing the OSS quality suitable 
II    with society expectation  
A Improvement service mechanism  
1 Improvement/SOP Establishment  
a. FGD Existing Condition SOP  
b. FGD Analysis and revision of SOP  
c. New SOP Implementation's 
 
Repair/manufacture of SP ( Service 
2 Standar) & reporting mechanism  
a. FGD Existing condition SP & MP  
b. FGD Analysis and revision of SP & MP  
c. New SP & MP Implementation's  
b. TIM mechanism repair Technical Review   
a. FGD Existing condition Technical TIM  
b. FGD Analysis and revision of the 
Technical TIM  
c. New Mechanism of Tehnical Team  
Implementation  
4 Making a control card  
a.  Control the preparation of cards  
b. Testing / Simulatin Card Control  
c. The finalization of cards control system 
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Human resource development and  
2. PTSP supporting facilities   
 Analysis of workloads and IO recruitmen   
Program Magang Staf KP3M di PPTSP  
 Palopo   
 Excellent Service Training   
 FGD systems development data base   
 Use of Data Base Training   
Information Systems Development (IT  
 Hardware)   
series meeting for making Incentive  
 Mechanism   
 Setup/repair service room/front office   
Improving society role and 
understanding toward the existing of 
III    OSS  
A Socialization & Publications PTSP   
1 Dissemination Seminar Program   
FGD to making the  promotion plan and  
2 strategi   
Procurement of  Media Promotion and  
3 Socialization   
Installation and Distribution of Information  
4 Media   
5 Production of KP3M Profile Books   
Media Campaign (Prints, Radio and   
6 Television)   
a. media selection   
b.Making of MoU with the selected Media  
c. Display advertisements and news 
in media   
d. Radio ad spot   
e. Talkshow on Radio   
f. making vcd ptsp profile   
7 online media campaigns   
8 Socialization lounching seminar  
 
9 Socialization licensing minimalist 
The things to be delivered :  
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a. The simplification of licensing   
b. The simplification of the requirements   
c. The simplification of the mechanism 
of licensing   
Enhancement of community &  
B Business Associations  
1 PPD Forums Formation Workshop  
 
2 FGD Problem Identification and RTL 
Drafting complaints mechanism through  
3 Business Associations :   
a. FGD with Business Associations  
 
b. Workshop PTSP cooperation signatory 
with the Association of Business  
 
C. Public satisfaction index (IKM) 
Workshop penyusunan Indikator dan  
1 mekanisme survey IKM   
2 IKM Surveyer Training   
3 Implementation of the IKM survey in Barru   
4 Workshop on the dissemination of IKM   
D.    Monitoring & Evaluasi   
1 Regular                                        
E Reporting                                             
1 Regular                                     
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  IMPLEMENTATION PLAN 2013        
         MONTH   
NUM DESCRIPTION XI XII I II III IV V VI VII VIII  
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
4  
Supporting a business-enabling environment through integrated one-stop shop licensing services in Barru, South Sulawesi 
 
M-1
  Local regulations settings in the Modern Market through PPD initiative Forum 
                                               




Private Dialogue (PPD) forum." 
                                         
                                            
    Mini study "The impact of the presence of a modern market for traditional markets                                          
 2  and SMEs’                                          
     Workshop "Identification of the problem and the urgency of the modern market                                          
 3  setting"                                          
 4  Workshop drafting local regulations setting the modern market by PPD Forum                                          
 5  Public Discussion Draft Regulation of modern market area                                          
 6  Submission of draft local regulations to Local Governments                                          
 7  Regular Meeting KP3M with PPD Forum                                          
  M-2  Replication Best Practise :                                          
    Workshop “Methodology and Benefits of Community Satisfaction Index for Public                                         
 1  Service Unit                                         
     
Assisting in the implementation of Community Satisfaction Index in two units of 
                                         




public service areas 
                                         




Making the draft of SOP module for Government Agencies 
                                         
                                            
                                            
 4  Workshop socialization of SOP Module drafting                                          
 5  Assisting drafting of SOP in 2 (two) units / other officials                                          
 M-3  Revised Decree Delegation of authority licensing in KP3M Barru (Addition of authority in accordance with local regulation No. 2 in 2012) 
 1  Workshop "evaluation of the implementation of Regulation No.2 in 2012"                                         
 2  FGD additions authority licensing service in KP3M                                         
 3  Preparation of the draft revised FGD Decree Authority Delegation                                          
 M-4  Revision of SOP decree Licensing Services and Technical team decree 
 1  FGD drafting of licensing service mechanisms that have been delegated (2 series)                                          
 2  FGD drafting of Decree revision of regent regulation on SOP                                          
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 3  Drafting TIM Teknis revised regulations                                          
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4 The series of socialization activities  
M-5 Monitoring Performance Mechanisms and Complaints Handling OSS Business Association  
Workshop "The role and mechanisms of OSS monitoring by the Business 
1 Association"   
2 Data analyzing, observation and monitoring by the Business Association  
 
3 FGD drafting of the monitoring by the Business Association   
4 Workshop on monitoring performance of OSS   
M-6 Results of complaints Survey of community satisfaction index  
1 Workshop Indicators Survey methodology and compilation of Complaint   
2 Training of surveyor   
3 data Collection   
4 Data Processing (Data Entry)   
5 Workshop verivication result of survey   
6 Dissemination of Survey result   
M-7 Capacity Building and data base system of KP3M  
1 Study comparative licensing services in the city of Solo, Yogyakarta and Sragen.  
Internship / Apprenticeship Program at the OSS staff KP3M Purwakarta and  
2 Cimahi  
3 Making Software Licensing Services (network based)  
Management training website, application services and data base systems for  
4 employees KP3M and Technical TEAM  
5 Training " Effective communication with customers "  
M-8 Advice planning and payment counters available in KP3M  
1 Seminar "KP3M role in the control of development to environmental sustainability"   
2 FGD RTRW integration. Barru as the primary basis of the issuance of Licenses   
3 Procurement counter " Advice Planning " and the facilities in KP3M   
4 The series of Socialization (Banners and ads Radio)   
5 Procurement of special counters for payment of licensing fees and other services.   
6 Week of free License services   
Monitoring & Evaluation  
1 Monev Monthly  





8. IMPLEMENTATION PLAN                                         
      IMPLEMENTATION OF LICENSING SIMPLICATION 2013                     
 Supporting a business-enabling environment through integrated one-stop shop licensing services in Barru, South Sulawesi           
                        B U L A N               
No ITEM KEGIATAN  XI    XII    I    II    III    IV    V    VI    VII   VIII  
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
I. BEE KINERJA PROGRAM AT BARRU REGENCY 
  M-   
Local regulations settings in the Modern Market through PPD initiative Forum   1                                                   
    Workshop "The role and responsibilities of local government in developing Public                                          
 1  Private Dialogue (PPD) forum."                                          
    Mini study "The impact of the presence of a modern market for traditional markets                                          
 2  and SMEs’                                          
     Workshop "Identification of the problem and the urgency of the modern market                                          
 3  setting"                                          
 4  Workshop drafting local regulations setting the modern market by PPD Forum                                          
 5  Public Discussion Draft Regulation of modern market area                                          
 6  Submission of draft local regulations to Local Governments                                          
 7  Regular Meeting KP3M with PPD Forum                                          
  M-   
Replication Best Practise :                                              2                                                                                              
    Workshop “Methodology and Benefits of Community Satisfaction Index for Public                                          
 1  Service Unit                                          
     Assisting in the implementation of Community Satisfaction Index in two units of                                          




Making the draft of SOP module for Government Agencies 
                                         
                                            
 4  Workshop socialization of SOP Module drafting                                          
 5  Assisting drafting of SOP in 2 (two) units / other officials                                          
  M-   
Revised Decree Delegation of authority licensing in KP3M Barru (Addition of authority in accordance with local regulation No. 2 in 2012)   3                                                   
 1  Workshop "evaluation of the implementation of Regulation No.2 in 2012"                                           
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2  FGD additions authority licensing service in KP3M                                           
3  Preparation of the draft revised FGD Decree Authority Delegation                                           
 M-   
Revision of SOP decree Licensing Services and Technical team decree               4                                                              
1  FGD drafting of licensing service mechanisms that have been delegated (2 series)                                           
2  FGD drafting of Decree revision of regent regulation on SOP                                           
3  Drafting TIM Teknis revised regulations                                           
4  The series of socialization activities                                           
 M-   
Monitoring Performance Mechanisms and Complaints Handling OSS Business Association               
5                                                              




                                          
                                            
2  Data analyzing, observation and monitoring by the Business Association                                           
3  FGD drafting of the monitoring by the Business Association                                           
4  Workshop on monitoring performance of OSS                                           
 M-   
Results of complaints Survey of community satisfaction index               6                                                              
1  Workshop Indicators Survey methodology and compilation of Complaint                                          
2  Training of surveyor                                           
3  data Collection                                           
4  Data Processing (Data Entry)                                           
5  Workshop verivication result of survey                                           
6  Dissemination of Survey result                                           
 M-   
Capacity Building and data base system of KP3M               7                                                              
1  Study comparative licensing services in the city of Solo, Yogyakarta and Sragen.                                          
    Internship / Apprenticeship Program at the OSS staff KP3M Purwakarta and                                           
2  Cimahi                                           
3  Making Software Licensing Services (network based)                                           
    Management training website, application services and data base systems for                                           
4  employees KP3M and Technical TEAM                                           
5
  
Training " Effective communication with customers " 
                                          
                                            
 M-   
Advice planning and payment counters available in KP3M               
8                                                              
1  Seminar "KP3M role in the control of development to environmental sustainability"                                           
2  FGD RTRW integration. Barru as the primary basis of the issuance of Licenses                                           
3  Procurement counter " Advice Planning " and the facilities in KP3M                                           
118 
 
4 The series of Socialization (Banners and ads Radio)   
5 Procurement of special counters for payment of licensing fees and other services.   
6 Week of free License services   
Monitoring & Evaluation  
1 Monev Monthly  













   
    
 
   Tahun 2010 590  
 
   Tahun 2011 997  
 
   Tahun 2012 4,900 ada intervensi dengan pendataan izin 
 
   Tahun 2013 3,225  
 
   Tahun 2014 2,866  
 
 
2 Nilai IKM  
Tahun 2010 0 
Tahun 2011 – 2012 77.34 
Tahun 2012 – 2013 82.02 
Tahun 2013 – 2014 83.11 
Tahun 2014 – 2015 81.66 sangatbaik 
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3 legalitas usaha  
TAHUN jumlah usaha 
memiliki 
tdk memiliki izin %  
izin      
 
Tahun 2010 tdk ada data    
 
Tahun 2011 2,761 729 2,032 26.40
 
Tahun 2012 3,068 1,635 1,433 53.29
 
Tahun 2013 3,221 2,255 966 70.01
 
Tahun 2014 3,383 2,907 476 85.93
 
 
4 Keberpihakan pada pelaku usaha mikro   
Tahun 2010 52 orang 52
Tahun 2011 82 orang 30
Tahun 2012 394 orang 312
Tahun 2013 454 orang 60
Tahun 2014 531 orang 77
 
5 Penduduk miskin yang terlayani / izin gratis ( izin yang ber retribusi digratiskan IMB & Izin Gangguan) 
 
Tahun 2010 0 orang   
Tahun 2011 6 orang   
Tahun 2012 381 orang   
Tahun 2013 95 orang   
Tahun 2014 95 orang   








    
   Tahun 2010 42,823,670,000 
   Tahun 2011 92,766,211,775 
   Tahun 2012 147,039,616,100 
   Tahun 2013 1,439,082,141,115 
   Tahun 2014 1,501,698,416,254 
  
 7 Jumlah Kewenangan penanganan perizinan 
   Tahun 2010 7 
   Tahun 2011 7 
   Tahun 2012 9 
   Tahun 2013 22 plus 8 Izin Penanaman Modal ( 100%) 
   Tahun 2014 22 plus 8 Izin Penanaman Modal ( 100%) 
 
8 Penghargaan :  
Tahun 2010 -  
Tahun 2011 Penyelenggara PTSP Bidang Penanaman Modal Kabupaten & Kota 
Terbaik  
SK Kepala BKPM No. 59 Tahun 2011  
Tahun 2013 Citra Pelayanan Publik (juara 3)  
Penilaian dan Pemeringkatan Unit Pelayanan Publik Kab/Kota se 
Sulsel Tahun 2013  
Investment Award Nominee (Kualifikasi Bintang 2) PTSP 
Penanaman Modal Kabupaten  
Tahun 2014 Terbaik 2014  
Finalis United Nation Public Service Award (UNPSA) Tahun 2014  
Narasumber Terbaik (kepedulian keterbukaan informasi dalam 
memajukan 
pembangunan demokrasi dan kemajuan daerah)  















KEPUTUSAN BUPATI BARRU 
 






PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN 





Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 
khususnya di bidang perizinan serta mendorong pertumbuhan 
ekonomi melalui peningkatan iklim investasi, maka perlu adanya 
sistem pemberian izin yang cepat, efisien dan terpadu dan untuk 
kelancaran kegiatan, maka dipandang perlu melimpahkan 
kewenangan proses administrasi dan penandatanganan perizinan 
kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman 
Modal Kabupaten Barru; 
 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barru 
tentang tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan 
Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan 
Penanaman Modal di Kabupaten Barru;  
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 
 
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851);Sebagaimana telah diubah denganUndang – Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemeberantasan Tindak 






Tahun 2002 Nomor 137,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4250); 
 
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844);  
 
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126  
 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4724); 
 
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049);  
 
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234 );  
 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rebulik Indonesia 
Nomor 4578);  
 
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;  
 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang 







12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah 
Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 
Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 
1);  
 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah 
Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 
Nomor 6);  
 
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah 
Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 
Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 
1);  
 
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2010 tentang 
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Barru Tahun 2010 Nomor 47);  
 
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Barru 
Tahun 2011 Nomor 9);  
 
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Non Retribusi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 2);  
 
18. Peraturan Bupati Barru Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian 
Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan dan 





Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN 
PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR 
PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DI 
KABUPATEN BARRU 
 
KESATU : Melimpahkan kewenangan proses administrasi dan penandatanganan 
perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman 
Modal Kabupaten Barru, dengan jenis-jenis izin sebagaimana 




KEDUA :  Dalam  melaksanakan  kewenangan  sebagaimana  dimaksud  pada
 diktum KESATU, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman
 Modal Kab.Barru berkewajiban untuk : 
 
a. menetapkan mekanisme perizinan, mulai dari permohonan sampai 
dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku;  
 
b. menetapkan kelengkapan persyaratan berkaitan dengan kegiatan 
administrasi proses perizinan;  
 
c. menandatangani perizinan yang telah dilimpahkan; dan  
 
d. memberikan kelancaran proses perijinan dalam rangka pelayanan 
kepada masyarakat.  
 
KETIGA :  Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum 
 KEDUA Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal 
 Kabupaten  Barru  tetap  memperhatikan  semua  ketentuan  peraturan 
 Perundang-undangan yang berlaku.  
KEEMPAT :  Kantor  Pelayanan  Perizinan  dan  Penanaman  Modal  melaksanakan 
 tugas pemprosesan dan  penerbitan izin, sedangkan tugas pembinaan 
 dan pengawasan terhadap perizinan tetap menjadi kewenangan SKPD 
 teknis.  
KELIMA :  Kepala  Kantor  Pelayanan  Perizinan  dan  Penanaman  Modal  dalam 
 memberikan izin yang bersifat  strategis  tetap  berkoordinasi  dengan 
 Bupati Barru.  
KEENAM :  Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.  
 Ditetapkan di Barru 









ANDI IDRIS SYUKUR 
 
Tembusan :  
1. Menteri Dalam Negeri di 
Jakarta; Cq. Biro Organisasi  
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta;   
3. Gubernur Provinsi  Sulawesi Selatan di Makassar;  
4. Ketua DPRD Kabupaten Barru di Barru;   
5. Inspektur Kabupaten Barru di Barru;  
6. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru di Barru;   
7. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Barru di Barru;  






LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BARRU  
Nomor : 262/KP3M/VI/2013 
Tanggal : 5 Juni 2013 
 
JENIS IZIN YANG DILIMPAHKAN KEWENANGANNYA KEPADA KEPALA KANTOR 
PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BARRU. 
 
 








































10 Tanda Daftar Gudang (TDG) 
 
   
11 Tanda Daftar Industri (TDI) 
 
   
12 Izin Usaha Industri (IUI) 
 
   





































22 Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi 
 












ANDI IDRIS SYUKUR 
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